BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan pengaduan pelayanan
publik (SP4AN-LAPOR!) di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1.

SPAN-LAPOR merupakan kebijakan dalam pengelolaan pengaduan
secara berjenjang dan terintegrasi dalam satu kanal LAPOR!, dalam
implementasinya kebijakan ini dapat digolongkan sebagai kebijakan
yang bersifat top-down dimana keberhasilan implementasi sangat
dipengaruhi oleh kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan. SP4N-
LAPOR! ini memiliki sasaran strategis nasional SP4N-LAPOR!
adalah menciptakan sistem pengelolaan pengaduan yang mempunyai
kemampuan dalam memberikan respon, solusi cepat dan terpercaya
atau fast response, fast solution and trusted complaint handling
system. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut terdapat 2 (dua)
indikator pertama, meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat, dan
indikator kedua adalah perlu persentase penyelesaian pengaduan yang
diselesaikan, jadi SPAN-LAPOR! ini menjadi kanal pengaduan yang
solutif dalam memecahkan permasalahan pelayanan publik.

Kejelasan informasi dalam sebuah kebijakan menjadi sebuah faktor
yang mempengaruhi  keberhasilan implementasi  kebijakan,
Kementerian PAN RB telah berupaya melakukan sosialisasi kepada
masyarakat, namun LAN sendiri belum melakukan hal tersebut,
sehingga pengintegrasian pengelolaan pengaduan belum dapat

dilaksakanan di LAN, selain agen pelaksana yang belum mengetahui
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mekanisme pengelolaan pengaduan SPAN-LAPOR, masyarakat juga
belum mendapatkan edukasi dan pemahaman terkait pengaduan
melalui kanal SPAN-LAPOR!.

Sementara itu untuk faktor sumber daya mencangkup, sumber daya
manusia atau implementor kebijakan, sumber daya anggaran, sumber
daya kebijakan serta sumber daya sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia (human resources) yakni agen pelaksana yang
dimiliki LAN yang didasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris
Utama LAN Nomor 30/S.1/HKM.02.2/2022 tentang tim koordinasi
pengelola pengaduan dan petugas administrator LAPOR! disana
tercantum 31 orang yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan SP4N-
LAPOR! namun yang bekerja secara optimal hanya 2 orang yaitu
admin instansi dan pengelola pengaduan selebihnya agen pelaksana di
unit kerja tidak berjalan optimal. Sementara untuk Sumber Daya
Anggaran atau Finansial dalam pengelolaan SP4N-LAPOR!
dijelaskan dalam PerMenPANRB 62/2018 mengatakan pembina
dalam hal ini pimpinan instansi wajib memberikan jaminan
ketersediaan anggaran dalam membiayai pelaksanaan manajemen
aduan pelayanan publik. Sedangkan jika melihat data Rencana
Kegiatan anggaran (RKA) LAN tidak terdapat anggaran untuk
pengelolaan pengaduan. Sumber daya kebijakan (policy resources)
SP4AN-LAPOR! di LAN belum diperbaharui masih merujuk pada
Peraturan Kepala LAN 4/2015 mengenai petunjuk teknis pengelolaan
pengaduan dan pelayanan informasi publik yang belum merujuk pada
pedoman pengelolaan pengaduan SP4AN-LAPOR!

Untuk Faktor Karakteristik pelaksana kebijakan, LAN telah memiliki
standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pengelolaan
pengaduan di lingkungan LAN dengan terbitnya SOP Nomor
LAN.09.02.CFM.04.SOP.01.04 yang berisi pelaksanaan pengaduan

secara umum dan belum menyentuh pada mekanisme pengelolaan
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pengaduan melalui  SP4N-LAPOR!. Sementara itu untuk
pengembangan kompetensi agen pelaksana sendiri belum dilakukan
oleh LAN baik melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun coaching
dan mentoring dalam pengelolaan pengaduan SP4AN-LAPOR!
Disposisi atau sikap pelaksana disini sebenarnya tidak ada penolakan
dari agen pelaksana, melainkan dikarenakan belum adanya sosialisasi
mekanisme SP4N-LAPOR! kepada para pelaksana kebijakan yaitu
pengelola pengaduan, maka pengelola pengaduan mengalami
kebingungan dalam menerapkan kebijakan SP4N-LAPOR! Ini di
lingkungan LAN. Permasalahan lain terkait dengan sikap pelaksana
sendiri adalah kesibukan masing-masing unit kerja yang berbeda-beda
yang menyebabkan responce time atau kecepatan merespon
pengaduan dangat telat, selain itu juga kesibukan unit kerja juga
membuat pengelola pengaduan terlewat dalam membaca notifikasi
pengaduan yang masuk.

Terakhir, faktor lingkungan sosial, politik dan ekonomi, pada
pendekatan implementasi top-and down terutama pada kebijakan
SP4AN-LAPOR! tidak terlalu berpengaruh secara signifikan, terutama
untuk instansi pusat seperti LAN. Intervensi sendiri berasal dari
Kementerian PAN RB untuk mendorong segera mengintegrasikan
pengelolaan pengaduan di LAN ke dalam aplikasi SPAN-LAPOR!.
sementara itu untuk intervensi eksternal belum di temui oleh LAN.
kebijakan ini mempengaruhi kondisi sosial kemasyarakatan dimana
pada era demokrasi dan keterbukaan informasi akan mendorong
pasrtisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapa, saran dan aduan

terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik di negeri ini.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran dalam
mengintegrasikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N-
LAPOR!) di LAN melingkupi 3 (tiga) aspek yaitu peningkatan partisipasi
stakeholders internal dan eksternal, penguatan kelembagaan dan sumber daya
manusia, dan terakhir penguatan kapabilitas SP4N-LAPOR.

Beberapa saran konkret yang perlu dilakukan Lembaga Administrasi
Negara dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan pengaduan pelayanan
publik ke SPAN-LAPOR! adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kanal-kanal pengaduan yang berada di satuan kerja
untuk ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan kanal-kanal tersebut ke
SPAN-LAPOR berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

2. Mengaktifkan “chat boot” pada kanal media sosial yang berisi link
www.lapor.lan.go.id, sehingga pengaduan dari masyarakat akan

langsung dialihkan ke kanal SPAN-LAPOR!.

3. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan kepada
admin pengelola pengaduan dan informasi publik disetiap unit kerja
sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris
Utama LAN.

4. Melakukan sosialisasi SP4N-LAPOR! LAN kepada masyarakat
melalui media sosial humas lan dan seluruh media sosial unit kerja
dengan intensitas bulan 2 kali. Selain itu juga memperkenalkan SP4N-
LAPOR! kepada siswa dan mahasiwa yang melakukan kunjungan atau
study tour ke LAN.

5. Memperbaharui Peratuan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Informasi
Publik yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan

saat ini dan membuat Peraturan Kepala LAN yang baru terkait
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pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang merujuk pada
PerMenPAN 62 Tahun 2018 tentang SP4N-LAPOR!.

Pengusulan alokasi anggaran pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR!
dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Utama selaku Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) untuk dianggarkan di tahun berikutnya.
Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik melalui mekanisme pengaduan SP4N-
LAPOR!.

Melakukan Evaluasi dan Monitoring kepada seluruh admin
pengelola/tim koordinasi SPAN-LAPOR! LAN untuk melakukan
rekapitulasi pengaduan yang masuk melalui kanal-kanal lain dan
melaporkannya kepada biro Hukum dan Hubungan Masyarakat setiap
bulan. Bagi pengelola yang tidak memberikan laporan pengaduan dua
kali berturut-turut maka akan mendapatkan surat teguran yang

ditujukan kepada pimpinan unit kerja tersebut.
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Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur
Sipil Negara (Pusbin JF Bangkom ASN)
16. | Budi Prayitno, S.IP.,M.Si. Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan Nasional dan Manajerial
17. | Ganjar Purnama Sidik, S.IP Aparatur Sipil Negara (Pusbangkompimnas &
Manajerial ASN)
18. | Lina Purnama Suci, A.Md. Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara

(Pusbangkom TSK ASN)
19. | Suliztwina Nurjayanty, Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil
A.Md.Ak Negara (Pusbangkader)
20. | Indra Risni Utami, S.AP. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan
21. | Budi Permana, S.Sos.,M.lIkom. | Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
(Puslatbang PKASN)
22. | Irmayani, SAP., M.I.Kom. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan
Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang
23. | Yosafat, A.Md. KMP)
24. | Betha Miranti Andalina, S.IP Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan
25. | Radiatuh Humairah, S.Psi., Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
M.Si (Puslatbang KDOD)
26. | Veronika Hanna Naibaho, SS.,
MAP
27. | Kemal Hidayah, SH
28. | Muhammad Sopiansyah
29. | Rafika, S.T. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Hukum
30. | Rinaldi, S.Sos. Administrasi Negara (Puslatbang HAN)
31. | Martunis, S.Sos.
32. | Mirza Sahputra, S.H., M.H.
33. | Martrisia Harikedua, ST. Politeknik STIA LAN Jakarta
34. | Ir. Ratnaningsih Politeknik STIA LAN Bandung
35. | Dessy Deliana Puspasari, S.Sos
36. | Jaenudin
37. | Katharina Rahayu Candrawati,
ST.
38. | Fenny Anggraeny
39. | Anhar Dana Putra, S.Psi., Politeknik STIA LAN Makassar

M.Psi. T
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B.RINCIAN TUGAS TIM PENGELOLA

1.

Mengarahkan pelapor/pengirim aduan untuk memanfaatkan aplikasi
LAPOR;

Mengelola pengaduan melalui kanal informasi publik milik LAN dan/atau
milik Unit Kerja sesuai standar waktu yang ditetapkan, yaitu Respond
Time paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan Resolve Time paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja;

. Menyusun draft jawaban/respon pengaduan dan/atau jawaban atas

permohonan informasi yang diterima melalui kanal informasi publik milik
Instansi dan/atau milik Unit Kerja;

Merekap pengaduan yang diterima sesuai format yang ditentukan;

5. Melaporkan rekapitulasi pengaduan secara berkala (bulanan) kepada Biro

Hukum dan Humas paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

6. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pimpinan unit kerja;

7. Pengelola Pengaduan pada Biro Hukum dan Humas melaporkan data

pengaduan bulanan kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
Pengelola Pengaduan pada Biro Hukum dan Humas membuat laporan

pengaduan Triwulanan dan Tahunan.

SEKRETARIS UTAMA

Reni Suzana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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1.

2.

Pendahuluan

LAPOR! adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang diinisiasikan oleh Unit Kerja
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) yang bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi dan interaksi masyarakat dengan pemerintah dalam rangka pengawasan
program pembangunan dan pelayanan publik. Pada akhir tahun 2014, LAPOR! diambil alih
pengelolaannya oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Sekarang KSP bekerja sama dengan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Ombudsman
Republik Indonesia (ORI) dalam mengelola dan mengawasi jalannya sistem LAPOR!.

LAPOR! Ver. 3.0 merupakan bentuk peningkatan dari versi sebelumnya untuk mengatasi kekurangan
dan keterbatasan LAPOR! dengan cara membuat sistem dan aplikasi LAPOR! baru yang berbasis pada
alur proses kerja yang telah ada, namun dengan perancangan ulang yang menyeluruh bagi front-end
dan back-end, serta struktur basis datanya.

Tujuan dan Lingkup

Dokumen ini adalah sebagai panduan penggunaan LAPOR! Ver. 3.0 bagi koordinator pengelola laporan
instansi. Isi dari dokumen bertujuan menyediakan langkah-langkah penggunaan situs LAPOR! Ver. 3.0
untuk mengelola laporan yang masuk. Adapun dokumen ini dapat diperbarui secara berkala
berdasarkan pengembangan yang terjadi.

Proses Bisnis Pengelolaan Laporan dari LAPOR!
Secara garis besar, proses bisnis LAPOR! terkait pengelolaan laporan terdiri dari 4 aktivitas utama:
3.1. Pelaporan

Masyarakat dapat melakukan pelaporan via situs LAPOR! http://v3.lapor.go.id, SMS 1708, atau
mobile app.

3.2. Verifikasi / Disposisi Laporan

Setelah laporan masuk ke sistem, administrator LAPOR! akan memilah laporan mana yang dapat
dikelola dan tidak dapat dikelola. Bagi laporan yang akan dikelola, administrator akan memperbaiki
laporan tersebut, menambah informasi terkait laporan, lalu memverifikasi / mendisposisikannya
ke instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti. Proses verifikasi ini harus dilakukan paling
lambat 3 hari kerja sejak laporan diterima sistem LAPOR!.

3.3. Tindak Lanjut Laporan

Instansi yang menerima disposisi laporan berwenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Proses tindak lanjut yang dimaksud terdiri dari koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut
dari suatu laporan, dan dalam waktu 5 hari kerja sejak laporan itu diverifikasi, admin instansi yang
menindaklanjuti laporan harus menuliskan respon pada kolom tindak lanjut di halaman laporan.
Respon dapat berupa penyelesaian masalah, ataupun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan masalah dari laporan tersebut.

3.4. Penutupan Laporan

Laporan yang telah selesai ditindaklanjuti (dianggap sudah menjawab masalah dari laporan) akan
tertutup secara otomatis oleh sistem terhitung 10 hari dari tindak lanjut terakhir yang diberikan
oleh instansi dan tidak ada tanggapan balik dari pelapor. Laporan yang tidak tertutup secara
otomatis, juga dapat ditutup secara manual oleh admin pengelola laporan teserbut jika memang
sudah yakin bahwa laporan tersebut telah selesai.



4. Sumber Daya LAPOR!

4.1.

4.2,

4.3.

Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah aplikasi selancar (browser) seperti Google Chrome
(sangat direkomendasikan), Mozilla Firefox, ataupun browser lain (Safari, Opera, dst) dengan
update terbaru. Selain itu dibutuhkan juga koneksi ke internet.

Perangkat Keras

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengakses LAPOR! Ver. 3.0 adalah komputer / PC /
notebook dengan sistem operasi Windows, macQOS, ataupun Linux. Selain komputer, dapat juga
mengakses menggunakan smartphone yang didukung oleh perangkat lunak seperti pada poin 4.1.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dapat mengakses LAPOR! adalah pihak yang diberikan kewenangan
menjadi administrator. Pihak yang berwenang akan mendapatkan akun login untuk dapat
mengakses halaman admin dan mengelola laporan. Pihak yang terpilih sebagai koordinator
pengelola laporan (atau Admin Koordinator) juga harus melakukan monitoring tindak lanjut
instansi di bawahnya setiap satu minggu sekali.

5. Cara Mengakses LAPOR! Ver. 3.0

LAPOR! Ver. 3.0 dapat diakses pada alamat http://new.lapor.go.id. Pada perjalanannya, alamat ini
dapat berubah, dan selayaknya dokumen ini harus diperbarui. Berikut adalah tampilan depan situs
LAPOR! Ver. 3.0:

im} D s O & new.lapor.go.id e ot il

% LAPO R 1 TENTANG LAPOR! LAPORAN STATISTIK Q MASUK | DAFTAR ‘

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

=

‘OLampiran 9 Lokasi Anonim Rahasia m



6. Panduan Koordinator Pengelola Laporan Instansi (Admin Koordinator) LAPOR! Ver. 3.0

6.1.

6.2.

Registrasi

Sebelum dapat mengelola laporan, calon admin terlebih dahulu harus memiliki akun yang
terdaftar dengan role sebagai Admin Koordinator. Pendaftaran akun akan dilakukan oleh
supervisor LAPOR!, Admin Pusat, atau Admin Koordinator lain. Setelah itu calon admin akan
menerima email beserta password untuk login ke sistem LAPOR!.

Login

Untuk masuk ke sistem LAPOR!, pengguna sebagai Admin Koordinator dapat mengakses situs
LAPOR! di http://new.lapor.go.id, lalu klik MASUK di kanan atas halaman hingga muncul popup
login form.

Gunakan Akun Media Sosial Anda

Atau dengan Email Anda

Email, No. telp, atau username

admin_koordinater@lapor.go.id

Password Lupa password?

Anda belum memiliki akun?

DAFTAR SEKARANG

Pengguna dapat mengisi credential pada kolom yang disediakan, yaitu email dan password.
Setelah itu, klik tombol “MASUK” untuk masuk ke situs. Setelah masuk, pengguna akan
disuguhkan halaman admin seperti pada gambar berikut:
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Jika pengguna kembali ke halaman utama setelah /ogin, untuk dapat mengakses halaman admin
tersebut dapat langsung membuka menu dropdown di kanan atas halaman dan pilih Panel
Admin. Pengguna akan langsung diarahkan ke halaman admin.



6.3.

% LAPOR| TENTANG LAPOR!  LAPORAN  STATISTIK Q ‘ . Koordinator -

Panel Admin

Ubah Profil

Ubah Password

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat [

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

Verifikasi (Disposisi) Laporan
Untuk melakukan verifikasi laporan, pengguna dapat melakukannya dengan cara:

1. Masuk tab LAPORAN > Kelola yang dapat dipilih pada menu di kiri halaman.

LAPORAN N

2. Lalu pilih sub-tab Belum Terverifikasi, Tertunda, atau Permintaan.

Kelola Laporan

L8]

® Belum Terverifikasi Fo) Tertunda o Belum Ditindaklanjuti Sedang Diproses o Permintaan
1 0 1 0 0

Sub-tab Belum Terverifikasi berisi seluruh laporan baru yang dapat meliputi: (1) hasil lemparan
dari Admin Pusat atau Admin Koordinator dari instansi di atasnya, (2) laporan masuk yang
dikirim pelapor dari halaman instansi dan belum dikelola oleh admin. Sub-tab Tertunda berisi
seluruh laporan yang belum dikelola dan ditunda oleh administrator karena hal-hal tertentu
(akan dijelaskan pada poin 6.5). Sub-tab Permintaan berisi permintaan yang dilakukan terhadap
laporan. Tugas admin koordinator hanyalah menerima permintaan tersebut atau menolaknya
(akan dijelaskan pada poin 6.12).

Verifikasi (disposisi) laporan hanya dapat dilakukan pada laporan yang berstatus: “Belum
Terverifikasi”, “Instansi Belum Terhubung”, “Menunggu Kelengkapan Informasi”, dan
“Menunggu Evaluasi Kelengkapan Informasi”.

3. Kemudian pilih aksi Verifikasi pada laporan yang akan didisposisi.

+ John Doe @ Website @ Belum Terverifikasi [ Harus diverifikasi dalam 3 hari 14 menit yang lalu

Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara online?

_1#26 + Verifikasi < Lempar O Tunda @ BukanWewenang & Arsipkan i Lainnya -

4. Setelah itu akan muncul form verifikasi untuk melengkapi data laporan dan mendisposisikan
ke instansi terkait. Kolom yang diberi bintang merah merupakan kolom yang wajib untuk
diisi. Pastikan isi setiap kolom dengan tepat dan jelas, dan pastikan tidak salah memilih
instansi yang akan didisposisikan laporan pada kolom “Disposisi ke”. Instansi yang dapat
dipilih pada kolom ini hanyalah diri sendiri dan instansi bawahannya (instansi anak). Sebagai
contoh: BPJS hanya dapat memilih antara dirinya sendiri dan BPJS DIVRE saja. Tidak dapat
memilih instansi di luar itu, contoh: BPJS Ketenagakerjaan.



#26 v Verifikasi <« Lempar © Tunda @ BukanWewenang & Arsipkan i Lainnya -~

Judul BPJS Kesehatan: Bagaimana Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga Secara Online?

Konten * Yth. BPJS Kesehatan,

Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan secara

online?
Mohon infermasinya, terima kasih. ®
Klasifikasi * Permintaan Informasi - Kategori * BPJS Kesehatan -
Tag
Anonim Rahasia Prioritas
5 Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa
Lokasi *
Daerah Khusus lbukota Jakarta Pilih Kabupaten/Kota - -
« Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa
Lokasi *
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pilih Kabupaten/Kota - v
Disposisi ke * Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan -
Keterangan Disposisi
Program Prioritas Pilih Program - Komunitas Pilih Komunitas b
Salinan ke Instansi Pilih Instansi

Eksternal

Bagikan ke Twitter?

5. Pilih Anonim jika identitas pelapor akan dirahasiakan dari publik; pilih Rahasia jika laporan
akan dirahasaikan dari publik; pilih prioritas jika laporan merupakan laporan urgent dan
butuh penanganan segera.

6. Setelah selesai, klik tombol “DISPOSISIKAN” dan konfirmasikan bahwa laporan benar akan
didisposisikan.

Laporan yang didisposisikan akan masuk ke halaman LAPORAN > Kelola > Belum Ditindaklanjuti
instansi yang bersangkutan serta akan didaftarkan ke halaman LAPORAN > Terdisposisi > Belum
Ditindaklanjuti instansi tersebut sebagai bahan monitor. Jika laporan didisposisikan ke dirinya
sendiri, maka laporan itu akan masuk ke LAPORAN > Kelola > Belum Ditindaklanjuti dan juga ke
LAPORAN > Terdisposisi > Belum Ditindaklanjuti dari instansi tersebut.

Sebagai catatan bagi admin pengelola laporan, pada form verifikasi terdapat bagian “Keterangan
Disposisi”. Jika bagian ini di-tick maka akan muncul kolom untuk mengisi info tambahan beserta
unggahan data.

Keterangan Disposisi O

Informasi tambahan yang cukup diketahui oleh instansi terdisposisi saja. E

UPLOAD LAMPIRAN

Info untuk instansi terdisposisi adalah menu yang dapat digunakan oleh admin pengelola
laporan untuk manambahkan data atau keterangan khusus bagi instansi terdisposisi saja.



6.4.

Pelapor tidak akan mendapatkan informasi ini. Contoh info tambahan untuk instansi adalah
surat-surat penting, peringatan, peraturan, dll yang mungkin mendasari tindak lanjut dari
laporan tersebut. Info tambahan ini akan ditampilkan pada bagian tindak lanjut, namun hanya
akan dapat dilihat oleh instansi yang berwenang saja.

Lempar Laporan

Suatu laporan dapat dilempar pengelolaannya pada suatu instansi tertentu. Syarat dari suatu
instansi dapat dilempari laporan adalah telah memiliki admin pengelolanya sendiri, dalam hal ini
disebut sebagai Admin Koordinator. Instansi yang memiliki jenis admin tersebut dapat secara
otonom melakukan verifikasi terhadap laporan yang dilempar atau masuk langsung padanya.

Langkah melakukan pelemparan:

1. Masuk ke tab LAPORAN > Kelola, pilih sub-tab Belum Terverifikasi, Tertunda, atau
Permintaan.

2. Pilih aksi Lempar pada laporan yang akan dilempar, dan setelah itu akan muncul form
pelemparan.

3. Pilih instansi yang akan dilempar pada kolom “Lempar ke”. Pastikan bahwa instansi tersebut
adalah instansi yang memiliki Admin Koordinator sehingga dapat mengelola laporan.

4. Llalu klik “LEMPAR” untuk menyelesaikan aksi.

+ John Doe @ website @ Belum Terverifikasi 17 menit yang lalu
Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara online?
#26 « Verifikasi </ Lempar @ Tunda @ Bukan Wewenang @ Arsipkan i Lainnya ~
Lempar Ke BPJS Kesehatan Divisi Regional V -

Selain melakukan lempar per laporan, admin juga dapat melempar beberapa atau semua
laporan sekaligus. Cara melakukan pelemparan sekaligus adalah:

1. Pilih salah satu laporan yang akan dilempar dengan cara men-tick kotak di sebelah tracking
id laporan. Dapat melanjutkan tick pada laporan lain yang juga akan dilempar. Syaratnya
adalah melakukan pelemparan dengan tujuan instansi yang sama.

+ John Doe t. 5Ms

Mohon yg berwe|

(B + Verifikasi

2. Llalu pada bagian bawah terdapat pilihan untuk melempar semua jika ingin melempar
langsung seluruh laporan pada halaman itu. Jika tidak, maka langsung klik “LEMPAR”.

2 laporan terpilih PILIH SEMUA BATAL

< LEMPAR m = ARSIPKAN

3. Akan muncul form untuk mengisi instansi yang akan dilempar laporan. Bila sudah yakin, klik
tombol “LEMPAR” di form untuk menyelesaikan pelemparan laporan.



Lempar 2 Laporan b 4

+ John Doe . SMS @ Belum Terverifikasi [ Harus diverifikasi hari ini Rabu, 16:42

Kami selaku pemohon ijin usaha [ SIUP ] merasa kecewa atas tindakan BPPT kenapa kalau pemohon ijin
usaha menengah ke atas lebih cepat di banding meneng

+ John Doe . SM5 @ Belum Terverifikasi [ Harus diverifikasi hari ini Rabu, 16:42

ah ke bawah malah sampai tertahan di Kabid kalau ijin usaha menengah ke bawah kami mohon penjelasan
dari dinas terkait

Lempar Ke Pilih Institusi v

LEMPAR

Laporan yang dilempar akan masuk ke halaman LAPORAN > Kelola > Belum Terverifikasi
instansi yang bersangkutan dan akan dijadikan untuk keperluan monitoring Admin Koordinator
di halaman LAPORAN > Terlempar.

Tunda dan Konfirmasi Laporan

Suatu laporan dapat ditunda pengelolaannya jika ada hal-hal yang menjadi perhatian.
Penundaan dapat dilakukan dengan cara:

1. Masuk ke LAPORAN > Kelola > Belum Terverifikasi atau Permintaan.

2. Pilih aksi Tunda pada laporan yang akan ditunda pengelolaannya dan setelah itu akan
muncul form penundaan.

3. Pilih kategori penundaan (penundaan pengelolaan laporan terbagi ke dalam dua kategori:
Instansi Belum Terhubung dan Data Belum Lengkap). Lalu isi keterangan, pertanyaan, atau
alasan penundaan (keterangan ini akan dikirim ke pelapor via notifikasi).

4. Jika sudah pasti, klik “TUNDA” untuk menyelesaikan aksi.

+ John Doe @ Website @ Belum Terverifikasi Sekitar semenit
Antrean di kntor bpjs ko lama bget..ksian masyarakat. .cs nya hnya sdikit..harap diberbaiki.n ditmbah cs nya sesuai kursi yg tersedia. Biar cpt plyananya.
Trmksih.
T#27 « Verifikasi < Lempar @ Tunda @ Bukan Wewenang @ Arsipkan i Lainnya ~
Kategori Tunda Data belum lengkap M
Keterangan Tunda Tolong lengkapi dengan alamat kantor BP|S yang dimaksud. Terima kasih.

Keterangan ini akan dikirimkan ke pelapor

Selain melakukan tunda per laporan, admin juga dapat menunda beberapa atau semua laporan
sekaligus. Cara melakukan pelemparan sekaligus adalah:



1. Pilih salah satu laporan yang akan ditunda dengan cara men-tick kotak di sebelah tracking id
laporan. Dapat melanjutkan tick pada laporan lain yang juga akan ditunda.

+ John Doe . 5M5
Mohon yg berwe|
(B + Verifikasi

2. Llalu pada bagian bawah terdapat pilihan untuk menunda semua jika ingin melempar
langsung seluruh laporan pada halaman itu. Jika tidak, maka langsung klik “TUNDA”.

2laporanterpilih [  PILIH SEMUA BATAL

< LEMPAR m = ARSIPKAN

3. Akan muncul form untuk mengisi kategori dan keterangan penundaan laporan. Bila sudah
yakin, klik tombol “TUNDA” di form untuk menyelesaikan penundaan laporan.

Tunda 2 Laporan x

+ John Doe . SM5 @ Belum Terverifikas Harus diverifikasi hari ini Rabu, 16:42

Kami selaku pemohon ijin usaha [ SIUP ] merasa kecewa atas tindakan BPPT kenapa kalau pemohon ijin
usaha menengah ke atas lebih cepat di banding meneng

"A John Doe . sSM5 @ Belum Terverifikasi [ Harus diverifikasi hari ini Rabu, 16:42

ah ke bawah malah sampai tertahan di Kabid kalau ijin usaha menengah ke bawah kami mohon penjelasan
dari dinas terkait

Kategori Tunda Pilih Kategori v

Keterangan
Tunda

Keterangan ini akan dikirimkan ke pelapor

Laporan yang ditunda akan berpindah dari sub-tab Belum Terverifikasi ke sub-tab Tertunda. Jika
laporan ditunda dengan kategori Instansi Belum Terhubung maka laporan tersebut akan
berubah status dari “Belum Terverifikasi” menjadi “Instansi Belum Terhubung”.

Jika laporan ditunda dengan kategori Data Belum Lengkap maka status laporan akan berubah
menjadi “Menunggu Kelengkapan Informasi”. Laporan dengan status ini berarti menunggu
konfirmasi balik dari pelapor.

Jika pelapor memberikan konfirmasi maka status laporan akan berubah menjadi “Menunggu
Evaluasi Kelengkapan Informasi” yang menandakan admin harus mengevaluasi laporan yang
telah dilengkapi keterangannya oleh pelapor sebelum melakukan verifikasi.



Kelola Laporan

(]
”

Koordinator ~

o ?elum Terverifikasi ® Tertunda o Iiielum Ditindaklanjuti ?edang Diproses o fermmtaan

Q Cari laporan... Pencarian Lebih Lanjut = Urutkan dari perubahan (lama ke baru) « Tampilkan 10 «

+ John Doe @ Website & Menunggu Kelengkapan Informasi Sekitar semenit

Data belum lengkap
Tolong lengkapi dengan alamat kantor BPJS yang dimaksud. Terima kasih.

Antrean di kntor bpjs ko lama bget..ksian masyarakat. .cs nya hnya sdikit..harap diberbaiki.n ditmbah cs nya sesuai kursi yg tersedia. Biar cpt plyananya.
Trmksih.

CJ#27 v Verifikasi < Lempar @ BukanWewenang & Arsipkan i Lainnya +

Admin juga dapat melakukan konfirmasi kembali ke pelapor. Pada laporan dengan status
“Instansi Belum Terhubung” dan “Menunggu Evaluasi Kelengkapan Informasi”, terdapat aksi
Konfirmasi yang dapat dipilih admin untuk mengirim konfirmasi seperti pertanyaan atau
permintaan kepada pelapor terkait kelengkapan informasi laporan.

+ John Doe @ Website Sekitar semenit

Antrean di kntor bpjs ko lama bget..ksian masyarakat. .cs nya hnya sdikit..harap diberbaiki.n ditmbah cs nya sesuai kursi yg tersedia. Biar cpt plyananya.
Trmksih.

Kantor BPJS cabang Tangerang Selatan.
Tutup

T #27 v Verifikasi < Lempar ? Konfirmasi @ Bukan Wewenang W@ Arsipkan ! Lainnya ~
Keterangan

Keterangan ini akan dikirimkan ke pelapor

6.6. Arsipkan Laporan

Laporan yang tidak akan dikelola karena alasan tertentu dapat diarsipkan oleh admin.

Pengarsipan dapat dilakukan pada laporan yang belum diverifikasi pada sub-tab Belum
Terverifikasi, Tertunda, atau Permintaan.

1. Pilih aksi Arsipkan pada laporan yang tidak akan dikelola.

2. Lalu pilih kategori pengarsipan serta isi keterangan atau alasan pengarsipan laporan.

3. Setelahitu klik “ARSIPKAN".

+ John Doe @ Website @ Belum Terverifikasi Selitar semenit
Kenapa bayar bpjs di atm bri selalu gagal dan nomor tidak terdaftar
T1#28 + Verifikasi < Lempar @ Tunda @ Bukan Wewenang i@ Arsipkan ¥ Lainnya ~
Kategori Arsip * Laporan Belum Lengkap T

Keterangan Arsip * lanrar_] tidak Eengkag dan tidak jelas
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Selain melakukan arsip per laporan, admin juga dapat mengarsipkan beberapa atau semua
laporan sekaligus. Cara melakukan pengarsipan sekaligus adalah:

1. Pilih salah satu laporan yang akan diarsipkan dengan cara men-tick kotak di sebelah tracking
id laporan. Dapat melanjutkan tick pada laporan lain yang juga akan diarsipkan.

+ John Doe . 5M5

Mohon yg berwe)

(B + Verifikasi

2. Llalu pada bagian bawah terdapat pilihan untuk menghapus semua jika ingin menghapus
langsung seluruh laporan pada halaman itu. Jika tidak, maka langsung klik “ARSIPKAN".

2 laporanterpilihn |  PILIH SEMUA BATAL

< LEMPAR m = ARSIPKAN

3. Akan muncul form untuk mengisi kategori dan alasan pelaporan. Bila sudah yakin, klik
tombol “ARSIPKAN” di form untuk menyelesaikan pengarsipan laporan.

Arsip 2 Laporan %

+ John Doe ‘. 5M5 @ Belum Terverifikasi [ Harus diverifikasi hari ini Rabu, 16:42

Mohen yg berwenang memerika realisasi dana desa di desa bepara kabupaten kota baru kalsel,karna ada
indikasi penyelewengan yg sangat banyak.

+ John Doe % SM5 @ Belum Terverifikasi [ Harus diverifikasi hari ini Rabu, 16:42

nya,agar tidak selalu mengalami kenaikan tarif’fmohon pengertiannya dr bpk/ibu supaya bisa memberikan
keringanan tarif listrik kpd kami,trm ksh

#15

Kategori Arsip * Pilih Kategori e

Keterangan Arsip
*

ARSIPKAN

Laporan akan berpindah dari halaman LAPORAN > Kelola > Belum Terverifikasi / Tertunda /
Permintaan ke halaman LAPORAN > Arsip.

Laporan Arsip = K Koordinator ~
Q Carilaporan... Pencarian Lebih Lanjut ~ Urutkan dari perubahan (lama ke baru) « Tampilkan 10 =

+ John Doe @ Website € Diarsipkan oleh Admin Sekitar semenit

Laporan Belum Lengkap
laporan tidak lengkap dan tidak jelas

Kenapa bayar bpjs di atm bri selalu gagal dan nomor tidak terdaftar

CJ#28 £ Kembalikan # Lainnya ~
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6.7.

Tindak Lanjut Laporan

Suatu instansi yang memiliki Admin Koordinator juga dapat menerima disposisi laporan dan
menindaklanjuti laporan yang dikhususkan padanya. Dalam konteks ini, Admin Koordinator
berperan sebagai Pejabat Penghubung instansi tersebut.

1. Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Belum Ditindaklanjuti atau Sedang Diproses.
2. Pilih aksi Tindak Lanjut.

3. Masukkan tindak lanjut di kolom yang disediakan, unggah lampiran atau data pendukung
jika ada, dan pilih Rahasia jika tindak lanjut tidak dapat diketahui oleh publik (terkecuali
pelapor).

4. Klik “KIRIM” untuk mengirimkan tindak lanjut tersebut.

+ John Doe @ Website @ Terverifikasi  Harus diproses dalam 5 hari 59 menit yang lalu

Terdisposisi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BPJS Kesehatan Rawamangun Hanya Melayani 100 Peserta Per Hari

Yth. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,

Mengapa layanan bpjs kesehatan rawamangun hanya melayani 100 orang setiap harinya? terlebih lagi layanan baru dibuka pkl 09.00 wib. saya kecewa karena
Selengkapnya

KESEHATAN

#25 = Tindak Lanjut0 ¢ Komentar e Teruskan @ Bukan Wewenang i Lainnya ~

Lapor.Testing & jam yang lalu
Laporan didisposisikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Lapor.Testing

Bapak/Ibu yang terhormat,

Terima kasih atas laporan yang disampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Hal ini menjadi perhatian kami untuk perbaikan layanan. Sebagai
solusi alternatif dapat melakukan pendaftaran di website BPJS Kesehatan atau pada bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Terima kasih.

UPLOAD LAMPIRAN

Rahasia

Setiap laporan yang didisposisikan (bukan dilempar) oleh Admin Pusat atau Admin Koordinator
instansi di atasnya akan masuk ke sub-tab Belum Ditindaklanjuti. Tindak lanjut pertama yang
dilakukan oleh admin pada sub-tab ini akan mengubah status laporan dari “Terverifikasi”
menjadi “Ditindaklanjuti oleh Admin” dan memindahkan laporan tersebut ke sub-tab di
sebelahnya yaitu Sedang Diproses.

Ke Atas

Selain tindak lanjut laporan, Admin Koordinator juga dapat melakukan intervensi laporan seperti
halnya Admin Pusat. Namun intervensi ini hanya dapat dilakukan pada laporan yang ia kelola
saja. Intervensi ini dapat dilakukan pada kolom tindak lanjut instansi. Tindak lanjut dapat
dilakukan pada laporan yang telah diverifikasi namun belum selesai.

1. Masuk ke tab LAPORAN > Terdisposisi dan pilih sub-tab Belum Ditindaklanjuti atau Sedang
Diproses. Sub-tab Belum Ditindaklanjuti.

2. Pilih aksi Tindak Lanjut.

3. Llalu pada form tindak lanjut, isi kolom tindak lanjut, unggah lampiran jika ada, tick rahasia
jika ingin intervensi dirahasiakan.
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6.8.

6.9.

4. Klik “KIRIM” untuk menyelesaikan intervensi.

Intervensi akan masuk ke kolom tindak lanjut laporan yang dibaca oleh pelapor dan instansi
yang bersangkutan. Namun, intervensi ini tidak berkuasa untuk mengubah status laporan.

Teruskan Laporan

Bila suatu instansi yang memiliki kewenangan untuk mengelola laporan (memiliki Admin
Koordinator) menerima disposisi laporan dari Admin Pusat atau Admin Koordinator instansi di
atasnya, instansi tersebut dapat meneruskan laporan ke instansi di bawahnya jika memang
laporan tersebut merupakan wewenang dari instansi bersangkutan. Dalam hal ini, kewajiban
dalam menindaklanjuti laporan akan berpindah ke instansi yang menerima terusan laporan
tersebut. Sebagai contoh: BPJS Kesehatan menerima disposisi laporan dari Admin Pusat, lalu
sebenarnya yang lebih berwenang menindaklanjuti laporan ini ialah BPJS Divre Il, maka BPJS
pusat dapat meneruskan laporan tersebut ke BPJS Divre Il.

Cara melakukan teruskan laporan:
1. Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Belum Ditindaklanjuti atau Sedang Diproses.
2. Pilih aksi Teruskan di salah satu laporan.

3. Pilih unit instansi yang akan diteruskan laporan beserta unit instansi yang akan disalinkan
laporan jika ada.

4. Klik “TERUSKAN” untuk menyelesaikan aksi.

Sabrina T @ Website @ Terverifikasi [ Harus diproses dalam 5 hari Sekitar semenit

Terdispesisi : Badan Penyelenggara Jaminan 5osial Kesehatan
Periksa Kehamilan Menggunakan BPJS

Yth. BPJS Kesehatan Padang

Saya ingin periksa kehamilan di klinik Intro Medika. Awalnya saya ingin diperiksa cleh spesialis, namun pihak klinik mengatakan spesialis kandungan sedang
tidak praktek pada hari itu. Kemudian saya meminta untuk di periksa oleh bidan saja menggunakan kartu bpjs saya, tapi pihak klinik mengatakan untuk periksa
Selengkapnya

BPIS KESEHATAN

#1381584 = Tindak Lanjut1 ¢ Komentar  r Teruskan @ Bukan Wewenang i Lainnya -
Teruskan ke Unit: BPJS Kesehatan Divisi Regional || -
Salinan ke Unit Internal Pilih Institutsi Salinan ke Unit Eksternal Pilih Institutsi

Permintaan Bukan Wewenang

Jika suatu instansi menerima laporan dan merasa laporan tersebut bukan kewenangannya untuk
mengelola (bagi laporan dilempar) ataupun menindaklanjuti (bagi laporan disposisi), maka
admin berhak untuk melakukan permintaan bukan wewenang pada admin yang mendelegasikan
laporan kepadanya. Sebagai contoh: Admin Pusat melempar laporan kepada Admin Koordinator
BPJS, namun laporan tersebut bukan merupakan kewenangannya, maka Admin Koordinator di
BPJS dapat melakukan permintaan bukan wewenang untuk kemudian akan di-review oleh Admin
Pusat.

Cara melakukan permintaan bukan wewenang:

1. Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Belum Terverifikasi, Tertunda, atau Belum
Ditindaklanjuti.

2. Pilih aksi Bukan Wewenang pada salah satu laporan yang dirasa bukan kewenangannya.
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6.10.

3. Pilih saran instansi yang berwenang untuk menerima laporan tersebut.
4. Klik “YA” jika sudah yakin akan melakukan permintaan.

Permintaan bukan wewenang ini akan masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Permintaan dari admin
yang mendelegasikan laporan tersebut. Pada contoh di atas, permintaan BPJS akan masuk ke
sub-tab Permintaan Admin Pusat. Permintaan ini sifatnya dapat diterima ataupun ditolak.

6285712673615 . SMS @ Belum Terverifikasi [Terlambat diverifikasi lebin dari 88 rar\] 7 Agu, 21:00

KKS 8233812567017110 Bpk/ ibu yth Saya mau tny saya pny KKS,KIS n BPJS kesehatan. Tp mgp PKH saya gk dpt, pdhl anak saya 2 sekolah smua. Rmh saya sngt
sederhana. Trims atas jwbannya.

#437 v Verifikasi < Lempar © Tunda @ BukanWewenang & Arsipkan i Lainnya ~
Saran Institusi : Kementerian Sosial e

Klik Ya jika anda yakin laporan ini bukan wewenang anda !

Permintaan Tahan dan Lepas Tahan Laporan

Selain permintaan bukan wewenang, admin juga dapat melakukan permintaan tahan ataupun
lepas tahan laporan. Permintaan tahan adalah permintaan untuk menahan laporan sehingga
laporan yang sedang dalam masa tunggu penutupan tidak akan tertutup otomatis oleh sistem.
Contoh penggunaan permintaan: instansi telah melakukan tindak lanjut pertama dan meminta
pelapor untuk menambah data ataupun hal lain, namun pelapor tidak kunjung membalas tindak
lanjut tersebut, maka secara otomatis laporan akan tertutup 10 hari dihitung dari tindak lanjut
terakhir oleh instansi. Untuk itu instansi melakukan tahan laporan untuk menunggu tanggapan
dari pelapor tersebut.

Cara melakukan permintaan tahan laporan:
1. Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Sedang Diproses.

2. Pilih menu Lainnya yang terletak di kanan bawah laporan, lalu pilih aksi Permintaan Tahan
Laporan.

i Lainnya ~

[ Lihat Laporan

|™ Permintaan Tahan Laporan

3. Muncul popup konfirmasi penahanan laporan. Pada popup ini admin dapat menuliskan
alasan permintaan penahanan laporan (Screenshot popup ada di halaman berikutnya).

4. Klik “YA” jika yakin akan melakukan permintaan.

Permintaan tahan laporan ini akan masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Permintaan dari admin
yang mendelegasikan laporan tersebut. Permintaan ini sifatnya dapat diterima ataupun ditolak.
Permintaan penahanan akan tertulis pada laporan sebagai berikut:

+ John Doe @ Website ('selesai otomatis dalam 10 hari |
Terdisposisi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Laporan ini sedang diminta untuk ditahan BELUM DIPROSES
Karena pengusutan lebih lanjut ternyata perlu utk dilakukan.

Pada contoh di atas, permintaan masih belum diproses oleh admin pendelegasi laporan, maka
laporan masih dapat tertutup dalam 10 hari. Jika permintaan diterima maka permintaan
penahan akan tertulis pada laporan sebagai berikut:
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+ John Doe @ Website aklanjuti ole : Laporan ditahan

Terdisposisi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Laporan ini sedang diminta untuk ditahan DITERIMA
Karena pengusutan lebih lanjut ternyata perlu utk dilakukan.

Setelah laporan ditahan, tentu laporan dapat diminta untuk dilepas penahanannya. Cara
melakukan permintaan lepas tahan kurang lebih sama dengan permintaan tahan laporan.

Permintaan lepas tahan laporan hanya akan muncul pada laporan yang sedang ditahan.
1.
2.

Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Sedang Diproses.

Klik “YA” jika yakin akan melakukan permintaan.

Apakah anda yakin ingin meminta tahan laporan ini? b 4

Sabrina T @ Website o Nses tusi [ Selesai otomatis dalam 10 hari |
5 menit yang lalu

Terdisposisi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Periksa Kehamilan Menggunakan BPJS

Yth. BPJS Kesehatan Padang

Saya ingin periksa kehamilan di klinik Intro Medika. Awalnya saya ingin
diperiksa oleh spesialis, namun pihak klinik mengatakan spesialis
kandungan sedang tidak praktek pada hari itu. Kemudian saya meminta
untuk di periksa oleh bidan saja menggunakan kartu bpjs saya, tapi pihak
klinik mengatakan untuk periksa di bidan tetap harus bayar dan tidak
ditanggung oleh bpjs. Mohon penjelasannya.

BPJ5 KESEHATAN

#1381584

Alasan tahan:

Laporan masih diproses dan membutuhkan waktu. Jangan sampai tertutup dulu.

@

Klik Ya jika anda ingin meminta tahan Laporan ini !

Pilih menu Lainnya yang terletak di kanan bawah laporan yang sedang ditahan, lalu pilih aksi
Permintaan Lepas Tahan Laporan.

Muncul popup konfirmasi untuk melapas penahanan laporan. Pada popup ini admin dapat
menuliskan alasan dari permintaannya tersebut.
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6.11. Permintaan Tutup dan Buka Laporan

Permintaan berikutnya yang dapat dilakukan admin adalah menutup dan membuka laporan.
Permintaan tutup dilakukan apabila jika sekiranya instansi terdisposisi sudah merasa bahwa
laporannya telah tuntas ditindaklanjuti. Langkah melakukan permintaan tutup laporan adalah:

1.
2.

Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Sedang Diproses.

Pilih menu Lainnya yang terletak di kanan bawah laporan, lalu pilih aksi Permintaan Tutup
Laporan.

Muncul popup konfirmasi untuk melapas penahanan laporan. Pada popup ini admin dapat
menuliskan alasan dari permintaannya tersebut.

Klik “YA” jika yakin akan melakukan permintaan.
Apakah anda yakin ingin meminta tutup laporan ini ? x
+ John Doe @ Website 2
51 menit yang lalu

Terdisposisi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

BPJS Kesehatan Rawamangun Hanya Melayani 100
Peserta Per Hari

¥th. Badan Penyelenggara Jaminan Sesial Kesehatan,

Mengapa layanan bpjs kesehatan rawamangun hanya melayani 100
orang setiap harinya? terlebih lagi layanan baru dibuka pkl 09.00 wib.
saya kecewa karena sudah 2x harus bolak-balik untuk pengurusan.
mohon diperbaiki layanannya. terima kasih.

Mohon ditindaklanjuti, terima kasih.
KESEHATAN
#25

Alasan tutup :

Klik Ya jika anda ingin meminta tutup Laperan ini!

Sementara itu, laporan yang telah ditutup juga dapat dibuka kembali. Biasanya, hal ini
dikarenakan admin menganggap bahwa laporannya butuh penyelesaian lebih lanjut namun
laporannya sudah terlanjur tertutup. Admin dapat melakukan permintaan pembuakaan laporan
dengan langkah sebagai berikut:

1.
2.

Masuk ke tab LAPORAN > Selesai.

Pilih menu Lainnya yang terletak di kanan bawah laporan yang sedang ditahan, lalu pilih aksi
Permintaan Buka Laporan.

Muncul popup konfirmasi untuk melapas penahanan laporan. Pada popup ini admin dapat
menuliskan alasan dari permintaannya tersebut.

Klik “YA” jika yakin akan melakukan permintaan.

16



6.12.

6.13.

Terima atau Tolak Permintaan Instansi di Bawahnya

Terdapat tiga permintaan yang dapat dilakukan oleh suatu instansi setelah menerima
pendelegasian laporan, baik itu dalam bentuk lemparan ataupun disposisi. Permintaan tersebut
antara lain:

® Permintaan bukan wewenang

Merupakan permintaan pemindahan wewenang pengelolaan atau penindaklanjutan
laporan oleh instansi yang merasa laporan tersebut bukanlah ranahnya.

® Permintaan tahan dan lepas tahan laporan

Merupakan permintaan untuk menahan hari kerja agar laporan tidak tertutup secara
otomatis oleh sistem setelah 10 hari terhitung dari tindak lanjut terakhir oleh instansi
terdisposisi. Lepas tahan adalah membuka penahanan agar hari kerja kembali terhitung.

® Permintaan tutup dan buka laporan

Merupakan permintaan penutupan secara langsung oleh admin apabila sekiranya
permasalahan telah dituntaskan. Buka laporan adalah sebaliknya.

Kelola Laporan = K Koordinator -
o :Befum Terverifikasi o _TerLunda o Eelum Ditindaklanjuti _Sedamg Diproses ° _Permmtaan
Q Cari laporan... Pencarian Lebih Lanjut ~ Urutkan dari perubahan (lama ke baru) - Tampilkan 10 -
7" John Doe @ Website @ Terverifikasi [Harus diproses dalam 5 hari 4 menit yang lalu

Terdisposisi : BPJS Kesehatan Divisi Regional |

Permintaan dari BPJS Kesehatan Divisi Regional |

Laporan ini sedang diminta untuk dikembalikan BELUM DIPROSES

Saran : BPJS Kesehatan Divisi Regional IV

BPJS Kesehatan: Bagaimana Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga Secara Online?

Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan secara online?

BPJS KESEHATAN

#26 + Verifikasi Ulang @ Tolak Bukan Wewenang = Tindak Lanjut0 ¢ Komentar i Lainnya «

Admin koordinator menerima seluruh bentuk permintaan pada tab LAPORAN > Kelola >
Permintaan. Admin koordinator dapat menerima atau menolak permintaan. Bentuk penerimaan
bergantung pada status laporan dan jenis permintaan. Sebagai contoh: jika laporan yang diminta
bukan wewenang adalah laporan belum terverifikasi, maka bentuk penerimaan permintaan
dapat dilakukan dengan melempar laporan tersebut ke instansi lain, atau langsung
mendisposisikannya (verifikasi) ke instansi lain. Namun jika laporan yang diminta bukan
wewenang adalah laporan dengan status “Terverifikasi”, maka bentuk penerimaan permintaan
adalah verifikasi ulang ke instansi lain.

Selain menerima permintaan, admin juga dapat melakukan penolakan terhadap permintaan. Jika
admin menolak permintaan, maka status permintaan akan berubah dari BELUM DIPROSES
menjadi DITOLAK.

Verifikasi (Disposisi) Ulang Laporan

Aksi verifikasi ulang suatu laporan biasanya terjadi jika ingin melakukan perubahan disposisi dari
suatu instansi ke instansi lain. Verifikasi ulang dapat dilakukan dengan cara:

1. Masuk ke tab LAPORAN > Terdisposisi > Belum Ditindaklanjuti atau Sedang Diproses. Atau
pada tab LAPORAN > Kelola > Belum Ditindaklanjuti atau Sedang Diproses khusus laporan
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yang ia disposisikan ke dirinya sendiri. Atau juga pada tab LAPORAN > Kelola > Permintaan
untuk menerima permintaan bukan wewenang.

2. Pilih aksi Verifikasi Ulang pada laporan yang akan diubah disposisinya.

3. Ubah instansi terdisposisi dengan cara mengubah pilihan instansi di kolom “Disposisi ke”.
Selain mengubah instansi dapat juga mengubah data laporan yang lain.

4. Klik “DISPOSISIKAN ULANG” dan konfirmasikan jika sudah yakin akan melakukan perubahan
disposisi.

Aksi verifikasi ulang ini akan mengembalikan status laporan menjadi “Belum Ditindaklanjuti” dan

akan masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Belum Ditindaklanjuti instansi yang bersangkutan.

Laporan akan hilang dari halaman admin instansi terdisposisi sebelumnya, dan hari kerja laporan

akan kembali ke hari 1 terhitung dari disposisi terakhir.

) #5223 + Verifikasi Ulang & Tindak Lanjut 1 ¢© Komentar e Teruskan @ Bukan Wewenang i Lainnya ~
Judul * Pembagian Blsm Dan Raskin Di Nganjuk Tidak Sesuai Aturan
Konten * Di dusun budug, desa’kecamatan berbek, kabupaten nganjuk, jawa timur, penerima blsm (bantuan langsung sementara masyarakat

hanya menerima rp 150.000,- dan sisanya dibagi rata ke semua penduduk.<br />
demikian juga dengan raskin (beras untuk warga miskin), penerima hanya memperoleh 2-3 kg dan sisanya dibagi rata..

@

Klasifikasi * Pengaduan - Kategori * Administrasi Kependudukan -

Tag

Anenim  d Rahasia Prioritas
: Provins| Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa
Lokasi *
Jawa Timur a4 -
Disposisi ke * -
Keterangan Disposisi
Program Prioritas - Komunitas -
Salinan ke Instansi Salinan ke Instansi
Internal Eksternal

Bagikan ke Twitter?

DISPOSISIKAN ULANG TUTUP -
Ke Atas

6.14. Tutup dan Buka Laporan

Jika suatu laporan dinyatakan selesai, Admin Koordinator dapat menutup laporan tersebut
secara manual melalui halaman admin. Alasan penutupan laporan dapat berupa:

® Pelapor tidak menutup laporan namun memberikan tindak lanjut terakhir sehingga
laporan tidak terutup secara otomatis dalam 10 hari.

e Laporan sempat ditahan (poin 6.15), namun tindak lanjut telah selesai.
e Terdapat permintaan penutupan laporan oleh instansi terdisposisi (poin 6.11).
Langkah penutupan laporan adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke tab LAPORAN > Terdisposisi dan pilih sub-tab Belum Ditindaklanjuti atau Sedang
Diproses. Pilih aksi Lainnya > Tutup Laporan.
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6.15.

2. Aksi juga dapat dilakukan pada laporan permintaan di LAPORAN > Kelola > Permintaan. Pilih
aksi Tutup Laporan.

3. Konfirmasikan jika laporan benar akan ditutup.

Laporan yang ditutup akan masuk ke tab LAPORAN > Terdisposisi > Selesai. Status laporan akan
berubah menjadi “Ditutup oleh Admin”.

Laporan yang sudah ditutup pun dapat dibuka kembali. Alasan pembukaan kembali suatu
laporan dapat berupa:

® Laporan belum selesai, namun sudah tertutup otomatis oleh sistem karena tidak ada
tanggapan dari pelapor.

e Admin pengelola menganggap bahwa tindak lanjut dari instansi masih belum
menyelesaikan permasalahan, namun laporan sudah dianggap selesai.

e Terdapat permintaan pembukaan laporan oleh instansi terdisposisi (poin 6.11).
Langkah pembukaan laporan adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke tab LAPORAN > Terdisposisi dan pilih sub-tab Selesai. Pilih aksi Lainnya > Buka
Laporan.

2. Aksi juga dapat dilakukan pada laporan permintaan di LAPORAN > Kelola > Permintaan. Pilih
aksi Buka Laporan.

3. Konfirmasikan jika laporan benar akan dibuka.

Laporan yang dibuka akan masuk ke tab yang disesuaikan dengan status sebelum laporan
tersebut ditutup, yakni LAPORAN > Kelola > Belum Ditindaklanjuti atau Sedang Diproses
dengan status menjadi “Terverifikasi”, “Ditindaklanjuti oleh Instansi”, atau “Ditanggapi oleh
Pelapor”.

Tahan dan Lepas Tahan Laporan

Suatu laporan dapat ditahan sehingga laporan tersebut tidak tertutup secara otomatis oleh
sistem. Laporan yang dapat ditahan adalah laporan yang sedang diproses, yaitu laporan dengan
status “Ditindaklanjuti oleh Instansi” dan “Ditanggapi oleh Pelapor”. Langkah-langkah menahan
laporan adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke tab LAPORAN > Terdisposisi dan pilih sub-tab Sedang Diproses. Pilih aksi Lainnya
> Tahan Laporan.

2. Aksi juga dapat dilakukan pada laporan permintaan di LAPORAN > Kelola > Permintaan. Pilih
aksi Tahan Laporan.

3. Konfirmasikan jika laporan benar akan ditahan.

Laporan yang ditahan akan tetap berada di sub-tab Sedang Diproses, namun hari kerjanya akan
tertahan, sehingga laporan tidak akan tertutup secara otomatis setelah 10 hari bila tidak ada
tanggapan dari pelapor terhitung sejak tindak lanjut terakhir oleh instansi terdisposisi.

Sementara itu, laporan yang ditahan dapat dilepas penahanannya sehingga hari kerja dapat
berjalan kembali. Langkah-langkah untuk melepas tahan laporan adalah:

1. Masuk ke tab LAPORAN > Terdisposisi dan pilih sub-tab Sedang Diproses. Pada laporan yang
sedang ditahan, pilih aksi Lainnya > Lepas Tahan Laporan.

2. Aksi juga dapat dilakukan pada laporan permintaan di LAPORAN > Kelola > Permintaan. Pilih
aksi Lepas Tahan Laporan.

3. Konfirmasikan jika laporan benar akan dilepas penahanannya.
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6.16.

6.17.

Melepas penahanan laporan berarti mengaktifkan kembali perhitungan hari kerja laporan

sehingga dalam 10 hari laporan dapat tertutup secara otomatis oleh sistem.

Kembalikan (Restore) Laporan yang Diarsipkan

Laporan yang telah diarsipkan dapat dikembalikan lagi untuk dikelola.
1. Masuk ke tab LAPORAN > Arsip.

2. Klik aksi Kembalikan pada salah satu laporan.

3. Konfirmasikan jika laporan benar akan dikembalikan.

Laporan yang dikembalikan akan masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Belum Terverifikasi.

+ John Doe . 5MS @ Diarsipkan oleh Admin
Laporan Belum Lengkap

Laporan tidak lengkap dan tidak dapat dikonfirmasi.

Mohon yg berwenang memerika realisasi dana desa di desa bepara kabupaten kota baru kalsel karna ada indikasi penyelewengan yg sangat banyak.

#6 < Kembalikan

Buat Laporan Manual

Sekitar semenit

i Lainnya ~

Admin dapat membuat laporan secara manual jika laporan itu bersumber dari pelapor yang
datang langsung dan menyerahkan berkas pendukung, atau via telepon, email instansi, dll.
Pembuatan laporan ini biasa disebut digitalisasi laporan. Langkah membuat laporan manual

adalah:
1. Masuk ke tab BUAT LAPORAN > Form Manual.

2. Buat laporan melalui form yang disediakan. Isi setiap kolom yang diberi bintang merah.

Buat Laporan Form Manual = £ Koordinator ~

Judul *

BPJS Kesehatan: Bagaimana Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga Secara Online?

Konten *

Yth. BPJS Kesehatan|

Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara
online?

Mohon informasinya, terima kasih. @

Sumber Laporan

Facebook -
UPLOAD LAMPIRAN

Pelapor Baru ?

User *

Pilih User -

Disposisi

Laporan Yang didisposisi tidak dapat langsung ditindak lanjuti

Tindak Lanjut

Laporan Yang ditindak lanjuti akan langsung selesai dan terdisposisi ke diri sendiri

Anonim Rahasia Prioritas
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3.

4.

Bila pelapor merupakan pelapor baru dan belum memiliki akun di LAPOR!, maka tick bagian
“Pelapor Baru?”. Setelah itu akan muncul form untuk mengisi data diri.

Pelapor Baru ? O

Email

jelita@ymail.com

Nama

Jelita P

Nomor HP

081324562456
Jika bukan pelapor baru dan telah memiliki akun sebelumnya, maka dapat langsung memilih
nama pada kolom “User” (tidak perlu men-tick “Pelapor Baru?”).
Pelapor Baru ?

User *

john doe -

John Doe
testing_user@lapor.dev - testing_user - 6287730683122

Bila laporan akan langsung diverifikasi dan didisposisikan ke instansi yang berwenang, maka
tick bagian “Disposisi”. Lalu isi data verifikasi seperti pada poin 6.3.

Laporan Yang didisposisi tidak dapat langsung ditindak lanjuti

Klasifikasi * Disposisi ke *

Pengaduan - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan -
Kategori * Program Prioritas

BP)S Kesehatan - Pilih Program -
Lokasi * Komunitas

Jakarta Selatan - Pilih Program o

Salinan ke Unit Eksternal

Pilih Institusi

Info untuk Instansi Terdisposisi

Tag

Pilih Anonim jika identitas pelapor akan dirahasiakan dari publik; pilih Rahasia jika laporan
akan dirahasaikan dari publik; pilih prioritas jika laporan merupakan laporan urgent dan
butuh penanganan segera.

u Anonim Rahasia Prioritas

Jika sudah yakin akan data laporannya, klik “BUAT LAPORAN” dan konfirmasikan jika laporan
sudah siap untuk dikirim ke sistem.
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6.18. Buat Laporan dari Twitter

Selain pembuatan laporan manual menggunakan form laporan, admin juga dapat membuat
laporan yang bersumber dari media sosial Twitter.

1. Masuk ke tab BUAT LAPORAN > Dari Twitter.
2. Tick salah satu kicauan yang akan dijadikan laporan.

3. Lengkapi informasi laporan seperti pada langkah pembuatan laporan manual biasa (poin
6.17).

4. Klik “BUAT LAPORAN” jika sudah yakin.

Buat Laporan dari Twitter

(]

Koordinator -

Q #LAPCOR 7 Hari lalu

Achmad Sya'roni (@achmadsyaroniii) Judul
m @LAPOR1708 mnn maaf mau tanya, dr penerima
NOA4ZF  beasiswa PPAtmbhan 2017 unesa. kpan tnggal pasti
pencairan dana beasiswa tsbt yah? #LAPOR

Senin, 18 Desember 2017, 06:21 Konten *

@LAPOR1708 mhn maaf mau tanya, dr penerima beasiswa PPA tmbhan 2017 unesa. kpan tnggal pasti pencairan dana
beasiswa tsbt yah? #LAPOR

Sumber Laporan

5MS v

UPLOAD LAMPIRAN

Pelapor Baru ?

User *

Pilih User -

Disposisi

Laporan Yang didispasisi tidak dapat langsung ditindak lanjuti

Tindak Lanjut

Laporan Yang ditindak lanjuti skan langsung selesai dan terdisposisi ke diri sendiri

Anonim Rahasia Prioritas

6.19. Pencarian Laporan

Pencarian laporan adalah salah satu fitur penting yang harus ada di halaman admin. Pencarian
ini dapat dilakukan langsung pada tab LAPORAN > Kelola, Terdisposisi, Arsip, Terlempar,
Salinan, dan Selesai. Pencarian laporan akan disesuaikan dengan jenis laporan yang ada di tab
tersebut.

® Belum Terverifikasi o Tertunda o Belum Ditindaklanjuti Sedang Diproses fo) Permintaan
1 1 1 0 0

Q Cari laporan... Pencarian Lebih Lanjut = Urutkan dari perubahan (lama ke baru) « Tampilkan 10 =

Sebagai contoh tab LAPORAN > Kelola > Belum Terverifikasi. Hasil pencarian yang dilakukan
pada tab ini hanya akan menampilkan laporan yang berkaitan dengan tab tersebut dan tidak
akan menampilkan laporan yang berada di luar tab tersebut, misalnya: tidak akan menemukan
laporan yang ditunda menggunakan pencarian pada tab LAPORAN > Kelola > Belum
Terverifikasi.
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Selain menggunakan fitur yang ada di tab yang telah disebutkan, admin juga dapat melakukan

pencarian seluruh laporan menggunakan fitur pencarian global. Langkah mengakses fitur ini
adalah:

1. Masuk ke tab MONITOR > Pencarian.

2. Isikan kata kunci yang akan dicari. Kata kunci dapat berupa tracking id laporan maupun
kata-kata yang dikandung di suatu laporan.

a. Untuk mencari menggunakan tracking id, dapat memasukkan nomor dengan format
sebagai berikut: #trackingid (contoh: #25).

Pencarian - ‘ Koordinator ~
Q #25 Pencarian Lebih Lanjut + Urutkan dari perubahan (lama ke baru) ~ Tampilkan 10 +
1 laporan ditemukan
+ John Doe @ Website @ Terverifikas 49 menit yang lalu
Terdisposisi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

BPJS Kesehatan Rawamangun Hanya Melayani 100 Peserta Per Hari

Yth. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,

Mengapa layanan bpjs kesehatan rawamangun hanya melayani 100 orang setiap harinya? terlebih lagi layanan baru dibuka pkl 09.00 wib. saya kecewa
Selengkapnya

KESEHATAN

T1#25 = Tindak Lanjut0 ¢ Komentar ¢ Teruskan @ Bukan Wewenang i Lainnya ~

b. Untuk mencari menggunakan kata kunci lain, dapat memasukkan kata-kata seperti
pada pencarian biasa.

Pencarian = ‘ Koordinator ~
Q bpjs Pencarian Lebih Lanjut ~ Urutkan dari perubahan (lama ke baru) ~ Tampilkan 10 «
4 laporan ditemukan
+ John Doe @ Website @ Terverifikas 50 menit yang lalu

Terdisposisi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BP)S Kesehatan Rawamangun Hanya Melayani 100 Peserta Per Hari

Yth. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,

Mengapa layanan bpjs kesehatan rawamangun hanya melayani 100 orang setiap harinya? terlebih lagi layanan baru dibuka pkl 05.00 wib. saya kecewa
Selengkapnya

KESEHATAN
#25 = Tindak Lanjut0 ¢ Komentar e Teruskan @ Bukan Wewenang i Lainnya «
+ John Doe @ Website @ Belum Terverifikasi [ Harus diverifikasi dalam 3 hari 49 menit yang lalu

Saya Ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara online?

1#26 v Verifikasi <] Lempar @ Tunda @ Bukan Wewenang & Arsipkan i Lainnya -

3. Admin juga dapat memodifikasi tampilan pencarian dengan melakukan pengurutan yang
dapat dipilih di bagian kanan kolom pencarian, serta jumlah laporan yang akan ditampilkan.

4. Untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran, admin juga dapat melakukan
pencarian lebih menyeluruh dengan cara menekan “Pencarian Lebih Lanjut” dan mengisi
kolom-kolom yang diperlukan untuk mempermudah pencarian.
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5.

6.20. Unduh Data Laporan (Reporting)

Q bpjs

Tanggal masuk ke LAPOR!

Status Laporan

Sumber Laporan

Lokasi Laporan

Klasifikasi Laporan

Kategori Laporan

Tag

Pencarian Lebih Lanjut ~ Urutkan dari perubahan (lama ke baru) Tampilkan 10 =

1171472017

Belum Terverifikasi

Pilih sumber laporan

Pilih lokasi laporan

Pilih klasifikasi laporan

Pilih kategori laporan

Klik “CARI” maka sistem akan mencari laporan yang sesuai dengan filter pencarian.

11172017

Admin juga dapat mengunduh data laporan dan pengguna jika diperlukan. Tujuannya tidak lain
sebagai data monitoring yang nantinya akan diolah dan membentuk suatu informasi tertentu.
Data yang ditarik dapat menghasilkan dua bentuk format pengunduhan, yaitu excel (.xIs) dan
grafik (.png). Sebagai Admin Koordinator, data yang ditarik hanya mencakup data laporan yang
dikelola oleh instansi dirinya sendiri dan di bawahnya, tidak termasuk Admin Pusat maupun
instansi di atasnya. Pengunduhan dapat dilakukan dengan langkah:

1.
2.
3.

a. Sub-tab MASUK

Masuk ke tab MONITOR > Reporting.

Pilih sub-tab yang sesuai dengan data laporan yang ingin diunduh.

Isi kolom-kolom yang disajikan untuk mempermudah pengunduhan (membuat data
unduhan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran).

Laporan yang tersedia di sub-tab ini adalah semua laporan yang masuk ke suatu
instansi dan sedang dikelola. Laporan masuk yang dimaksud ini mencakup laporan
yang Belum Diverifikasi, Ditunda, Diarsip, serta yang telah Didisposisikan.

Laporan Masuk

Periode Masuk

Pengelola

b. Sub-tab TERLEMPAR

Pilih Instansi

Untuk sub-tab ini akan menyediakan laporan yang telah dilemparkan ke suatu
instansi yang memiliki admin sebagai Admin Koordinator dengan semua jenis status

laporan.

24



Laporan Terlempar

Periode Masuk
Periode Dilempar

Instansi Pelempar Pilih Instansi

Instansi Penerima Pilih Instansi

c. Sub-tab TERTUNDA

Pada halaman ini, data yang dilampirkan hanya untuk semua laporan yang sedang
ditunda dengan status “Instansi Belum Terhubung”, “Menunggu Kelengkapan
Informasi”, dan “Menunggu Evaluasi Kelengkapan Informasi”.

Laporan yang Ditunda

Periode Masuk

Periode Ditunda

Instansi Penunda Pilih Instansi x
Kategori - pilih kategori - -
Area
Provinsi - pilih provinsi -- -
Kota/Kabupaten - pilih kota/kabupaten -- -
Kecamatan - pilih kecamatan -- -
Kelurahan - pilih kelurahan -- -

m E e

Ke Atas

d. Sub-tab TERDISPOSISI

Laporan yang diambil hanya untuk semua laporan yang telah didisposisikan ke
instansi terkait, baik laporan tersebut Belum Ditindaklanjuti, Sedang Diproses,
maupun telah Selesai.
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Laporan yang Didisposisi

Periode Masuk

Periode Terdisposisi

Didisposisikan dari Pilih Instansi M

Didisposisikan ke Pilih Instansi
Kategori - pilih kategori - -

Area

Provinsi - pihh provinsi - -
Kota/Kabupaten -- pilih kota/kabupaten -- -
Kecamatan - pilih kecamatan -- -
Kelurahan - pilih kelurahan -- -

e. Sub-tab ARSIP

Data yang disediakan hanya untuk laporan yang sedang diarsip, baik laporan
tersebut diarsipkan oleh admin, pelapor, ataupun sistem.

Laporan yang Diarsip
Periode Masuk
Periode Diarsip

Instansi Pengarsip Pilih Instansi *

Kategori -- pilih kategori - v

€& UNDUH GRAFIK UNDUH EXCEL

f. Sub-tab PENGGUNA

Berbeda dengan sebelumnya, data yang diambil bukan merupakan data laporan,
melainkan data pengguna yang telah terdaftar di sistem LAPOR!, baik Pelapor
maupun Admin.
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6.21.

6.22.

Laporan Pengguna

Jenis Pengguna Pilih Jenis Pengguna x
Periode Terdaftar

Periode Login Terakhir

2. Pilih “UNDUH GRAFIK” jika ingin melihat data dalam bentuk grafik, dan/atau pilih “UNDUH
EXCEL” jika ingin melihat data dalam tampilan tabel.

Akses Data Statistik

Di samping monitor data Reporting, di halaman ini disajikan data terolah yang ditampilkan
dalam bentuk chart. Semua informasi yang tersedia berdasarkan data dari instansi dirinya
sendiri dan instansi di bawahnya saja yang terhubung di LAPOR!. Statistik di sini lebih
menampilkan informasi mendetail dibanding dengan yang tersedia di halaman publik. Hal ini
dikarenakan informasi yang ada ditinjau dari pengelolaan laporan yang dilakukan suatu instansi
dan adminnya serta data laporan yang telah dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu.

1. Masuk ke tab MONITOR > Statistik.
2. Pilih sub-tab sesuai dengan kebutuhan monitoring statistik.
a. PENGELOLAAN LAPORAN

Di sub-tab ini menampilkan chart berdasarkan pengelolaan laporan yang dilakukan
suatu instansi, yakni ditinjau dari Laju Verifikasi, Laju Tindak Lanjut, dan Riwayat
Pengelolaan Laporan. Selain itu disajikan juga kuantitas pengelolaan yang dilakukan
untuk setiap admin di suatu instansi.

b. PEMANFAATAN DATA

Di halaman ini menampilkan informasi yang disesuaikan dengan kriteria tertentu,
seperti Pengelolaan Laporan Masuk (Banyaknya laporan yang Belum Diverifikasi,
Terdisposisi, Tertunda, dan Arsip), Status Laporan Terdisposisi, Klasifikasi, Area,
Kategori, dan Sumber Laporannya.

3. Masukkan instansi mana yang akan dilihat data statistiknya. Setelah itu tentukan periode
datanya dilihat dari tanggal laporan masuk.

4. Setelah itu pilih data mana yang ingin dilihat dengan cara menekan judul datanya. Akan
muncul tampilan grafik sesuai dengan instansi dan periode yang sebelumnya diperoleh.

Manajemen Pengguna

Admin koordinator dapat melakukan manipulasi data pengguna dari sistem LAPOR!. Data
pengguna yang dapat dimanipulasi oleh Admin Koordinator adalah seluruh data admin
instansinya dan instansi di bawahnya.

1. Masuk ke tab PENGATURAN > Manajemen Pengguna.
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Manajemen Pengguna = K Koordinator -
Nama Email Tanggal Terdaftar Status
® Koordinator (Anda) admin_koordinator@lapor.dev 3 Agu, 22:36 Aktif mm

2. Pada bagian ini admin dapat melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data
pengguna sistem LAPOR!.

a. Penambahan data admin baru

i. Klik “TAMBAH ADMIN” untuk menambahkan admin baru. Akan muncul
popup form penambahan admin dengan default tab “Daftar Baru”.

ii. Masukkan data admin yang baru pada kolom-kolom yang disediakan.
Setelah itu klik “BUAT” jika yakin data yang dimasukkan sudah benar.

Tambah Admin b 4

Daftar Baru Dari Pengguna Terdaftar

Nama Lengkap John Doe
Username john_doe
Email john_doe®@lapor.go.id
Telepon 081311122233
Jenis Kelamin Laki-Laki -
Tanggal Lahir 18 - Desember - 1976 =
Status Aktif v

iii. Selain membuat admin baru, pendaftar juga dapat mengangkat admin baru
dari pengguna yang telah terdaftar di LAPOR!. Masuk ke tab “Dari Pengguna
Terdaftar” lalu pilih pengguna dengan mencarinya menggunakan nama,
email, atau nomor ponsel. Setelah itu klik “JADIKAN ADMIN”
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6.23.

Tambah Admin p 4

Daftar Baru Dari Pengguna Terdaftar

John Doe| Q

Masukkan kata kunci pencarian (nama, email, atau telp)

Nama Email No. Telp

John Doe testing user@lapor.dev 6287730683122

iv. Secara default admin akan berstatus sebagai Admin Koordinator.
b. Pengubahan data admin

i. Klik “UBAH” di bagian kanan baris data pada tabel daftar nama admin pada
halaman Manajamen Pengguna.

ii. Ubah data pada kolom yang disediakan.
iii. Klik “SIMPAN” untuk menyimpan data terbaru.
c. Penghapusan data admin

i. Klik “HAPUS” di bagian kanan baris data pada tabel daftar nama admin pada
halaman Manajamen Pengguna.

ii. Konfirmasi jika yakin akan menghapus data admin.

Manajemen Instansi

Selain mengatur pengguna terdaftar, Admin Koordinator juga memiliki kewenangan untuk
mengatur pendaftaran instansi yang berada di bawahny, namun tidak diperbolehkan untuk
mengatur pendaftaran instansi di luar dirinya. Kewenangan ini bertujuan untuk memberikan
Admin Koordinator otoritas dalam memonitor data instansi beserta unitnya, sehingga jika
terdapat kesalahan data di suatu instansi atau tidak up-to-date, Admin Koordinator dapat
melakukan pengubahan dan pembaruan data.

Cara melakukan manajemen instansi adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke tab PENGATURAN > Manajamen Instansi.
Manajemen Instansi

Jumlah Jumilah

Koordinator ~

[

Nama Admin Instansi Status Alamat Telp

BPJS Kesehatan Divisi 4 13 Aktif I Karya Mo. 135 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat (061) 6613317, [ peran. B8
Regional | 6624132, 6613191

BP|S Kesehatan Divisi 1 1 Aktif |l Jend. Sudirman No.3 Tangkerang Utara (0761) 26980, 7053539 m =
Regional Il Pekanbaru 28282
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2. Pada bagian ini admin dapat melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data
instansi.

a. Penambahan instansi baru sebagai instansi tersendiri.

i. Klik “BUAT INSTANSI” untuk menambah instansi baru. Setelah itu akan
muncul popup form data instansi.

ii. Isi setiap kolom sesuai data instansi yang ada. Setelah itu klik “BUAT” untuk
menyelesaikan penambahan data.

Buat Instansi X

Induk Instansi Pemerintah Provinsi Aceh v
Mama Instansi
Jenis Instansi Kementerian ¥

Alias

Email
Telepon
Fax
Website

Alamat

Status Aktif -

b. Penambahan instansi baru sebagai anak dari instansi lain.

i. Klik panah dropdown pada baris data di tabel daftar instansi dan pilih
“Instansi Internal”.

Ubah

Instansi Internal

Hapus
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3.

ii. Isi data instansi baru pada kolom yang disediakan. Pastikan pada kolom
paling atas yaitu “Induk Instansi” terisi sesuai dengan nama instansi yang
mau ditambahkan anaknya.

Induk Instansi BPJS Kesehatan Divisi Regional | hd

iii. Klik “BUAT” untuk menyelesaikan pembuatan instansi baru.
c. Pengubahan data instansi.

i. Klik panah dropdown di bagian kanan baris data pada tabel daftar instansi
pada halaman Manajamen Instansi dan pilih “Ubah”.

ii. Ubah data laporan sesuai dengan data terbaru.
iii. Klik “SIMPAN" setelah yakin akan mengubah data.
d. Penghapusan data admin

i. Klik panah dropdown di bagian kanan baris data pada tabel daftar instansi
pada halaman Manajamen Instansi dan pilih “Hapus”.

ii. Konfirmasi jika yakin akan menghapus data instansi.

Jika ingin melihat data instansi secara lengkap dan menyeluruh, klik “DETAIL” pada baris
data di tabel daftar instansi.

Akan muncul tampilan data yang lebih lengkap, yaitu profil instansi, pengguna yang terdaftar
sebagai admin di instansi tersebut, serta daftar instansi anak dari instansi tersebut jika ada.
Pada halaman ini juga dapat dilakukan manipulasi (menambah, mengubah, menghapus)
data instansi sendiri, instansi di bawahnya (anak instansi), serta data admin instansi
tersebut.

a. Datainstansi

BP)S Kesehatan Divisi Regional |

Manajemen Instansi BPJS Kesehatan Divisi Regional |

UBAH
Nama Instansi : BPJS Kesehatan Divisi Regional |
Alias : Divre |
Email
Website
Telepon :(061) 6613317, 6624132, 6613191
Alamat : ]I Karya No. 135 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat
Jumlah Admin 14 user

b. Data admin instansi (pengguna terdaftar di bawah instansi tersebut)
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User

& Tambah User

Nama Email Tanggal Terdaftar Terakhir Login Status
Pejabat Penghubung admin_staff@lapor.dev 2017-08-03 22:36:11 2017-12-18 11:19:32 Aktif -
Admin Staff email288007@email.com 2017-10-04 05:04:20 2016-03-31 08:02:48 Aktif -

c. Datainstansi anak dari instansi yang dipilih (instansi bawahan)

Instansi
B
Nama Jumlah Admin Jumilah Instansi Status Alamat Telp
BPJS Kesehatan KCU Medan 1 0 Aktif | oeran. |
BP|S Kesehatan KC Pematang Siantar 0 0 Aktif m =
BPJS Kesehatan KC Kabanjahe 0 0 Aktif | oeran. |
BP|S Kesehatan KC Sibolga 0 0 Aktif m =

6.24. Notifikasi

Notifikasi berisi seluruh informasi yang berkaitan dengan laporan seperti admin mendapatkan
laporan baru, menerima disposisi laporan, perubahan disposisi laporan, tindak lanjut dari
pelapor, permintaan bukan wewenang, dsb. Jika ada suatu notifikasi yang belum dibaca, maka
pada lambang lonceng pada header halaman admin (bagian kanan) akan terdapat bulatan
berwarna merah. Untuk membaca notifikasi, klik lambang lonceng tersebut dan akan
ditampilkan daftar notifikasi dari yang terbaru. Untuk melihat daftar notifikasi keseluruhan, klik
“Lihat Semuanya”.

Pemberitahuan (15)

Anda mendapat permintaan Bukan Wewenang pada
laporan #237316 cleh BP)S Kesehatan Divisi Regional
I

20 jam yang lalu

Anda mendapat permintaan Bukan Wewenang pada
laparan #1605727 oleh BPJS Kesehatan Divisi
Regional |

20 jam yang lalu

Anda mendapat permintaan Bukan Wewenang pada
laporan #1605738 oleh BP)S Kesehatan Divisi
Regional |

Kemarin, 13:19

Anda mendapatkan laporan baru #217856 via SMS

Lihat Semuanya
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6.25. Pesan

Admin dapat melakukan pengiriman dan penerimaan pesan. Proses ini dilakukan antarinstansi,
bukan antaradmin. Pengiriman pesan yang dilakukan oleh satu admin di suatu instansi akan
diterima oleh seluruh admin di instansi yang ditujukan pesannya.

Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan cara menekan tombol amplop pada header (kanan
atas halaman admin). Lalu pilih “Tulis Pesan”.

= A BPJS

.

Pesan (19) Tulis Pesan

Maka akan muncul popup form Tulis Pesan.

Tulis Pesan X

Kirim Pesan Ke Seluruh Instansi ?

Pesan ini berupa pengumuman dan tidak dapat dibalas.

Pilih Institusi Yang Akan dikirimi Pesan *

Pilih Institusi -

Judul Pesan

Isi Pesan *

Apakah merupakan pesan pengumuman?

Pesan ini tidak dapat dibalas.

Jika admin mau mengirimkan pesan ke seluruh instansi yang berada di bawahnya, maka tick
bagian “Kirim Pesan ke Seluruh Instansi?”. Secara default fitur ini off, maka langkah selanjutnya,
pilih instansi yang akan dikirimkan pesan. Daftar instansi hanya berisi instansi di bawahnya dan
instansi pengelola langsung yang berada di atasnya. Setelah itu isi judul pesan dan isi pesan. Jika
pesan tersebut merupakan pesan pengumuman yang tidak perlu untuk dibalas oleh penerima,
maka tick fitur paling bawah, namun jika mengharapkan balasan dari penerima pesan, matikan
fitur ini. Setelah itu klik tombol KIRIM untuk mengirimkan pesan.
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Ketika menerima pesan baru, maka pada lambang amplop akan muncul bulatan merah. Untuk
membaca pesan, klik lambang amplop tersebut dan pilih pesan yang akan dibaca.

= A BPJS
.
Pesan (19) Tulis Pesan

Badan Penyelenggara Jaminan ... 22 Des 2017,
13:45

Pesan Baru

Mohon tingkatkan keramahan dalam

membalas laporan masyarakat

Badan Penyelenggara Jaminan ... 22 Des 2017,
13:45

Pesan Baru

Mohon tingkatkan keramahan dalam

membalas laporan masyarakat

LAPOR! 22 Des 2017, 10:51
Pesan Baru

by

LAPORI 21 Des 2017, 1445

Cuhiak nazan hera

Lihat Semuanya

Setelah memilih pesan yang akan dibaca, akan muncul popup berisi pesan tersebut.

Pesan Ke BPJS
LAPORI x

Ini pesan admin pusat ke bpjs
21 Des 2017, 14:45

ulis balasan pesan... BALAS

Selamat Tahun Baru
LAPOR! x

v Tandai menjadi sudah terbaca

Ini merupakan pesan pengumuman.

Jika pesan dapat dibalas, maka akan muncul kolom untuk membalas pesan. Pesan akan
tersajikan seperti bentuk percakapan. Namun jika pesan yang diterima merupakan pesan
pengumuman, maka akan ada tulisan bahwa pesan tersebut merupakan pesan pengumuman.
Setiap pesan terdapat tombol “Tandai menjadi sudah terbaca”. Tombol ini berguna untuk
menghilangkan simbol bulatan merah pada admin lain yang juga menerima pesan yang sama di
satu instansi, hal ini menandakan bahwa salah satu admin sudah membaca pesan tersebut.
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1.

2.

Pendahuluan

LAPOR! adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang diinisiasikan oleh Unit Kerja
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) yang bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi dan interaksi masyarakat dengan pemerintah dalam rangka pengawasan
program pembangunan dan pelayanan publik. Pada akhir tahun 2014, LAPOR! diambil alih
pengelolaannya oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Sekarang KSP bekerja sama dengan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Ombudsman
Republik Indonesia (ORI) dalam mengelola dan mengawasi jalannya sistem LAPOR!.

LAPOR! Ver. 3.0 merupakan bentuk peningkatan dari versi sebelumnya untuk mengatasi kekurangan
dan keterbatasan LAPOR! dengan cara membuat sistem dan aplikasi LAPOR! baru yang berbasis pada
alur proses kerja yang telah ada, namun dengan perancangan ulang yang menyeluruh bagi front-end
dan back-end, serta struktur basis datanya.

Tujuan dan Lingkup

Dokumen ini adalah sebagai panduan penggunaan LAPOR! Ver. 3.0 bagi Pejabat penghubung instansi.
Isi dari dokumen bertujuan menyediakan langkah-langkah penggunaan situs LAPOR! Ver. 3.0 untuk
menindaklanjuti laporan. Adapun dokumen ini dapat diperbarui secara berkala berdasarkan
pengembangan yang terjadi.

Proses Bisnis Pengelolaan Laporan dari LAPOR!
Secara garis besar, proses bisnis LAPOR! terkait pengelolaan laporan terdiri dari 4 aktivitas utama:
3.1. Pelaporan

Masyarakat dapat melakukan pelaporan via situs LAPOR! http://v3.lapor.go.id, SMS 1708, atau
mobile app.

3.2. Verifikasi / Disposisi Laporan

Setelah laporan masuk ke sistem, administrator LAPOR! akan memilah laporan mana yang dapat
dikelola dan tidak dapat dikelola. Bagi laporan yang akan dikelola, administrator akan memperbaiki
laporan tersebut, menambah informasi terkait laporan, lalu memverifikasi / mendisposisikannya
ke instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti. Proses verifikasi ini harus dilakukan paling
lambat 3 hari kerja sejak laporan diterima sistem LAPOR!.

3.3. Tindak Lanjut Laporan

Instansi yang menerima disposisi laporan berwenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Proses tindak lanjut yang dimaksud terdiri dari koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut
dari suatu laporan, dan dalam waktu 5 hari kerja sejak laporan itu diverifikasi, admin instansi yang
menindaklanjuti laporan harus menuliskan respon pada kolom tindak lanjut di halaman laporan.
Respon dapat berupa penyelesaian masalah, ataupun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan masalah dari laporan tersebut.

3.4. Penutupan Laporan

Laporan yang telah selesai ditindaklanjuti (dianggap sudah menjawab masalah dari laporan) akan
tertutup secara otomatis oleh sistem terhitung 10 hari dari tindak lanjut terakhir yang diberikan
oleh instansi dan tidak ada tanggapan balik dari pelapor. Laporan yang tidak tertutup secara
otomatis, juga dapat ditutup secara manual oleh admin pengelola laporan teserbut jika memang
sudah yakin bahwa laporan tersebut telah selesai.



4. Sumber Daya LAPOR!

4.1.

4.2,

4.3.

Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah aplikasi selancar (browser) seperti Google Chrome
(sangat direkomendasikan), Mozilla Firefox, ataupun browser lain (Safari, Opera, dst) dengan
update terbaru. Selain itu dibutuhkan juga koneksi ke internet.

Perangkat Keras

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengakses LAPOR! Ver. 3.0 adalah komputer / PC /
notebook dengan sistem operasi Windows, macQOS, ataupun Linux. Selain komputer, dapat juga
mengakses menggunakan smartphone yang didukung oleh perangkat lunak seperti pada poin 4.1.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dapat mengakses LAPOR! adalah pihak yang diberikan kewenangan
menjadi administrator. Pihak yang berwenang akan mendapatkan akun login untuk dapat
mengakses halaman admin dan mengelola laporan. Pihak yang terpilih sebagai pejabat
penghubung juga harus melakukan monitoring tindak lanjut instansi di bawahnya setiap satu
minggu sekali.

5. Cara Mengakses LAPOR! Ver. 3.0

LAPOR! Ver. 3.0 dapat diakses pada alamat http://new.lapor.go.id. Pada perjalanannya, alamat ini
dapat berubah, dan selayaknya dokumen ini harus diperbarui. Berikut adalah tampilan depan situs
LAPOR! Ver. 3.0:

im} D s O & new.lapor.go.id e ot il

% LAPO R 1 TENTANG LAPOR! LAPORAN STATISTIK Q MASUK | DAFTAR ‘

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

=

‘OLampiran 9 Lokasi Anonim Rahasia m



6. Panduan Pejabat Penghubung Instansi LAPOR! Ver. 3.0
6.1. Registrasi

Sebelum dapat mengelola laporan, calon admin terlebih dahulu harus memiliki akun yang
terdaftar dengan role sebagai Pejabat Penghubung (secara backend disebut Admin Staff).
Pendaftaran akun akan dilakukan oleh supervisor LAPOR!, admin pusat, atau admin koordinator
instansinya atau di atasnya. Setelah itu calon admin akan menerima email beserta password
untuk login ke sistem LAPOR!.

6.2. Login

Untuk masuk ke sistem LAPOR!, pengguna sebagai admin staff dapat mengakses situs LAPOR! di
http://new.lapor.go.id, lalu klik MASUK di kanan atas halaman hingga muncul popup login form.

Gunakan Akun Media Sosial Anda

{iEpCERa0K m

Atau dengan Email Anda

Email, No. telp, atau username

pejabat_penghubung@Ilapor.go.id

Password Lupa password?

Anda belum memiliki akun?

DAFTAR SEKARANG

Pengguna dapat mengisi credential pada kolom yang disediakan, yaitu email dan password.
Setelah itu, klik tombol “MASUK” untuk masuk ke situs. Setelah masuk, pengguna akan
disuguhkan halaman admin seperti pada gambar berikut:

@ LAPOR! Kelola Laporan = & Pejabat Pengh... ~
BPJS Kesehatan Divisi Regional 1 + P Se\um Ditindaklanjuti gadang Diproses
i 0 T
L) SELESA Q Carilaporan... Pencarian Lebih Lanjut » Urutkan dari perubahan (lama ke baru) v Tampilkan 10 ~
1 0
BhEy + John Doe @ Website @ Terverifikasi Sekitar semenit
ARORAN Terdisposisi : BPJS Kesehatan Divisi Regional |
BP)S an: i Cara tarkan Anggota Keluarga Secara Online?
Kelola Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan secara online?
& Jinan BPJS KESEHATAN
Seleani #26 = Tindak Lanjut0 ¢ Komentar ¢ Teruskan @ Bukan Wewenang i Lainnya ~

Riwayat Permintaan

MONITOR

Pencarian

Reporting

Statistik




Jika pengguna kembali ke halaman utama setelah login, untuk dapat mengakses halaman admin
tersebut dapat langsung membuka menu dropdown di kanan atas halaman dan pilih Panel
Admin. Pengguna akan langsung diarahkan ke halaman admin.

@ LAPORI TENTANG LAPOR! LAPORAN STATISTIK Q H . Pejabat Pengh... -

Panel Admin
Ubah Profil

Ubah Password
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat [

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

Tindak Lanjut Laporan

Tugas utama dari pejabat penghubung adalah menindaklanjuti laporan yang didisposisikan
padanya. Proses tindak lanjut ini harus dilakukan paling lambat 5 hari dari tanggal verifikasi.

1. Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Belum Ditindaklanjuti atau Sedang Diproses.
2. Pilih aksi Tindak Lanjut.

3. Masukkan tindak lanjut di kolom yang disediakan, unggah lampiran atau data pendukung
jika ada, dan pilih Rahasia jika tindak lanjut tidak dapat diketahui oleh publik (terkecuali
pelapor).

4. Klik “KIRIM” untuk mengirimkan tindak lanjut tersebut.

+ John Doe @ Website @ Terverifikasi [ Harus diproses dalam 5 hari 4 menit yang lalu

Terdisposisi : BPJS Kesehatan Divisi Regional |

Laporan ini sedang diminta untuk dikembalikan BELUM DIPROSES

Saran : BP)S Kesehatan Divisi Regional IV

BPJS Kesehatan: Bagaimana Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga Secara Online?

Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan secara online?

BPJS KESEHATAN

#26 = Tindak Lanjut0  ¢O Komentar ¢ Teruskan @ Bukan Wewenang i Lainnya =

Lapor.Testing 8 jam yang lalu
Laporan dilempar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Lapor.Testing

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 6 menit yang lalu
Laporan didisposisikan ke BPJS Kesehatan Divisi Regional | oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Terima kasih atas pertanyaannya, dapat kami sampaikan bahwa apabila dalam anggota keluarga (terdaftra dalam KK) telah terdaftar sebagai peserta BPJS
Kesehatan melalui pendaftara online untuk penambahan anggota keluarga lainnya dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan terdekat. Namun apabila

saat ini seluruh anggota keluarga dalam satu KK belum terdaftar sebagai peserta BP)S Kesehatan, saat ini dapat dilakukan pendaftaran melalui website

BPJS Kesehatan, @

UPLOAD LAMPIRAN

Rahasia

Setiap laporan yang didisposisikan oleh admin pusat atau admin koordinator instansi di atasnya
akan masuk ke sub-tab Belum Ditindaklanjuti. Tindak lanjut pertama yang dilakukan oleh admin



6.4.

6.5.

pada sub-tab ini akan mengubah status laporan dari “Terverifikasi” menjadi “Ditindaklanjuti oleh
Admin” dan memindahkan laporan tersebut ke sub-tab di sebelahnya yaitu Sedang Diproses.

Teruskan Laporan

Bila suatu instansi yang tidak memiliki kewenangan mengelola laporan namun memiliki instansi
bawahan, saat instansi tersebut menerima disposisi laporan dari Admin Pusat atau Admin
Koordinator instansi di atasnya, maka instansi tersebut dapat meneruskan laporan ke instansi di
bawahnya jika memang laporan tersebut merupakan wewenang dari instansi bersangkutan
dalam menindaklanjuti laporan. Sebagai contoh: BPJS DIVRE | menerima disposisi laporan dari
admin BPJS Kesehatan, lalu laporan tersebut merupakan kewenangan BPJS KC Lhokseumawe,
maka BPJS DIVRE | dapat meneruskan laporan tersebut ke BPJS KC Lhokseumawe.

Cara melakukan penerusan laporan:
1. Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Belum Ditindaklanjuti atau Sedang Diproses.
2. Pilih aksi Teruskan pada salah satu laporan yang tersedia.

3. Pilih unit instansi yang akan diteruskan laporan, beserta unit instansi yang akan disalinkan
laporan jika ada.

4. Klik “TERUSKAN” untuk menyelesaikan aksi.

+ John Doe @ Website @ Terverifikasi [ Harus diproses dalam 5 hari Sekitar semenit

Terdisposisi : BPJS Kesehatan Divisi Regional |
BP)S Kesehatan: Bagaimana Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga Secara Online?
Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan secara online?

BPJS KESEHATAN

#26 = Tindak Lanjut0 ¢ Komentar  * Teruskan @ BukanWewenang i Lainnya -
Teruskan ke Unit: BPJS Kesehatan KC Lhokseumawe -
Salinan ke Unit Internal Salinan ke Unit Eksternal

Permintaan Bukan Wewenang

Jika suatu instansi menerima laporan dan merasa laporan tersebut bukan kewenangannya untuk
menindaklanjuti, maka admin berhak untuk melakukan permintaan bukan wewenang pada
admin yang mendelegasikan laporan kepadanya. Sebagai contoh: Admin Koordinator BPJS
mendisposisikan laporan ke DIVRE 1, namun laporan tersebut bukan merupakan
kewenangannya, maka admin / Pejabat Penghubung dapat melakukan permintaan bukan
wewenang untuk kemudian akan di-review oleh Admin Koordinatornya.

Cara melakukan permintaan bukan wewenang:

1. Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Belum Terverifikasi atau Sedang Diproses.

2. Pilih aksi Bukan Wewenang pada salah satu laporan yang dirasa bukan kewenangannya.
3. Pilih saran instansi yang berwenang untuk menerima laporan tersebut.

4. Klik “YA” jika sudah yakin akan melakukan permintaan.



6.6.

Permintaan bukan wewenang ini akan masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Permintaan dari admin
yang mendelegasikannya laporan tersebut. Pada contoh di atas, permintaan DIVRE | akan masuk
ke sub-tab Permintaan BPJS. Permintaan ini sifatnya dapat diterima ataupun ditolak.

+ John Doe @ Website @ Terverifikasi (Harus diproses dalam 5 hari Sekitar semenit

Terdisposisi : BPJS Kesehatan Divisi Regional |

BP)S Kesehatan: Bagaimana Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga Secara Online?

Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan secara online?
BPJS KESEHATAN

#26 = Tindak Lanjut0 ¢ Komentar  # Teruskan @ Bukan Wewenang i Lainnya -

Saran Institusi : BPJS Kesehatan Divisi Regional IV =

Klik Ya jika anda yakin laporan ini bukan wewenang anda !

Permintaan Tahan dan Lepas Tahan Laporan

Selain permintaan bukan wewenang, admin juga dapat melakukan permintaan tahan ataupun
lepas tahan laporan. Permintaan tahan adalah permintaan untuk menahan laporan sehingga
laporan yang sedang dalam masa tunggu penutupan tidak akan tertutup otomatis oleh sistem.
Contoh penggunaan permintaan: instansi telah melakukan tindak lanjut pertama dan meminta
pelapor untuk menambah data ataupun hal lain, namun pelapor tidak kunjung membalas tindak
lanjut tersebut, maka secara otomatis laporan akan tertutup 10 hari dihitung dari tindak lanjut
terakhir oleh instansi. Untuk itu instansi melakukan tahan laporan untuk menunggu tanggapan
dari pelapor tersebut.

Cara melakukan permintaan tahan laporan:
1. Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Sedang Diproses.

2. Pilih menu Lainnya yang terletak di kanan bawah laporan, lalu pilih aksi Permintaan Tahan
Laporan.

i Lainnya ~

O Lihat Laporan

[ Permintaan Tahan Laparan
3. Muncul popup konfirmasi penahanan laporan. Pada popup ini admin dapat menuliskan
alasan permintaan penahanan laporan (Screenshot popup ada di halaman berikutnya).
4. Klik “YA” jika yakin akan melakukan permintaan.

Permintaan tahan laporan ini akan masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Permintaan dari admin
yang mendelegasikan laporan tersebut. Permintaan ini sifatnya dapat diterima ataupun ditolak.
Permintaan penahanan akan tertulis pada laporan sebagai berikut:

+ John Doe @ Website [Selesai otomatis dalam 10 hari]
Terdisposisi : Badan Penyelenggara Jaminan 5osial Kesehatan

Laporan ini sedang diminta untuk ditahan BELUM DIPROSES
Karena pengusutan lebih lanjut ternyata perlu utk dilakukan.

Pada contoh di atas, permintaan masih belum diproses oleh admin pendelegasi laporan, maka
laporan masih dapat tertutup dalam 10 hari. Jika permintaan diterima makan permintaan
penahan akan tertulis pada laporan sebagai berikut:



6.7.

+ John Doe @ Website Laporan ditahan

Terdisposisi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Laporan ini sedang diminta untuk ditahan DITERIMA
Karena pengusutan lebih lanjut ternyata perlu utk dilakukan.

Setelah laporan ditahan, tentu laporan dapat diminta untuk dilepas penahanannya. Cara
melakukan permintaan lepas tahan kurang lebih sama dengan permintaan tahan laporan.
Permintaan lepas tahan laporan hanya akan muncul pada laporan yang sedang ditahan.

1. Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Sedang Diproses.

2. Pilih menu Lainnya yang terletak di kanan bawah laporan yang sedang ditahan, lalu pilih aksi
Permintaan Lepas Tahan Laporan.

3. Muncul popup konfirmasi untuk melapas penahanan laporan. Pada popup ini admin dapat
menuliskan alasan dari permintaannya tersebut.

4. Klik “YA” jika yakin akan melakukan permintaan.

Apakah anda yakin ingin meminta tahan laporan ini ? »®
Sabrina T @ website : si [ Selesai otomatis dalam 10 hari

5 menityang lalu

Terdisposisi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Periksa Kehamilan Menggunakan BPJS

¥th. BP|S Kesehatan Padang

Saya ingin periksa kehamilan di klinik Intro Medika. Awalnya saya ingin
diperiksa oleh spesialis, namun pihak klinik mengatakan spesialis
kandungan sedang tidak praktek pada hari itu. Kemudian saya meminta
untuk di periksa oleh bidan saja menggunakan kartu bpjs saya, tapi pihak
klinik mengatakan untuk periksa di bidan tetap harus bayar dan tidak
ditanggung oleh bpjs. Mohon penjelasannya.

BPJS KESEHATAN
#1381584

Alasan tahan :

Laporan masih diproses dan membutuhkan waktu. Jangan sampai tertutup dulu.

@

Klik Ya jika anda ingin meminta tahan Laporan ini !

Permintaan Tutup dan Buka Laporan

Permintaan berikutnya yang dapat dilakukan admin adalah menutup dan membuka laporan.
Permintaan tutup dilakukan apabila jika sekiranya instansi terdisposisi sudah merasa bahwa
laporannya telah tuntas ditindaklanjuti. Langkah melakukan permintaan tutup laporan adalah:

1. Masuk ke tab LAPORAN > Kelola > Sedang Diproses.

2. Pilih menu Lainnya yang terletak di kanan bawah laporan, lalu pilih aksi Permintaan Tutup
Laporan.



3. Muncul popup konfirmasi untuk melapas penahanan laporan. Pada popup ini admin dapat
menuliskan alasan dari permintaannya tersebut.

4. Klik “YA” jika yakin akan melakukan permintaan.

Apakah anda yakin ingin meminta tutup laporan ini ? b4
John Doe @ Website
51 menit yang lalu

Terdisposisi : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

BPJS Kesehatan Rawamangun Hanya Melayani 100
Peserta Per Hari

¥th. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,

Mengapa layanan bpjs kesehatan rawamangun hanya melayani 100
orang setiap harinya? terlebih lagi layanan baru dibuka pkl 09.00 wib.
saya kecewa karena sudah 2x harus bolak-balik untuk pengurusan.
mohon diperbaiki layanannya. terima kasih.

Mohon ditindaklanjuti, terima kasih.

KESEHATAN
#25

Alasan tutup :

Klik Ya jika anda ingin meminta tutup Laporan ini!

Sementara itu, laporan yang telah ditutup juga dapat dibuka kembali. Biasanya, hal ini
dikarenakan admin menganggap bahwa laporannya butuh penyelesaian lebih lanjut namun
laporannya sudah terlanjur tertutup. Admin dapat melakukan permintaan pembuakaan laporan
dengan langkah sebagai berikut:

1. Masuk ke tab LAPORAN > Selesai.

2. Pilih menu Lainnya yang terletak di kanan bawah laporan yang sedang ditahan, lalu pilih aksi
Permintaan Buka Laporan.

3. Muncul popup konfirmasi untuk melapas penahanan laporan. Pada popup ini admin dapat
menuliskan alasan dari permintaannya tersebut.

4. Klik “YA” jika yakin akan melakukan permintaan.



6.8.

Pencarian Laporan

Pencarian laporan adalah salah satu fitur penting yang harus ada di halaman admin. Pencarian
ini dapat dilakukan langsung pada tab LAPORAN > Kelola, Salinan, dan Selesai. Pencarian
laporan akan disesuaikan dengan jenis laporan yang ada di tab tersebut.

Kelola Laporan = & Pejabat Pengh...

® Eelum Ditindaklanjuti §edang Diproses
0

Q Carilaporan... Pencarian Lebih Lanjut = Urutkan dari perubahan (lama ke baru) « Tampilkan 10 ~

Sebagai contoh tab LAPORAN > Kelola > Belum Ditindaklanjuti. Hasil pencarian yang dilakukan
pada sub-tab ini hanya akan menampilkan laporan yang berkaitan dengan tab tersebut dan tidak
akan menampilkan laporan yang berada di luar tab tersebut, misalnya: tidak akan menemukan

laporan yang “Sedang Diproses” menggunakan pencarian pada tab LAPORAN > Kelola > Belum
Ditindaklanjuti.

Selain menggunakan fitur yang ada di tab yang telah disebutkan, admin juga dapat melakukan

pencarian seluruh laporan menggunakan fitur pencarian global. Langkah mengakses fitur ini
adalah:

1. Masuk ke tab MONITOR > Pencarian.

2. Isikan kata kunci yang akan dicari. Kata kunci dapat berupa tracking id laporan maupun
kata-kata yang dikandung di suatu laporan.

a. Untuk mencari menggunakan tracking id, dapat memasukkan nomor dengan format
sebagai berikut: #trackingid (contoh: #26).

Pencarian = K Pejabat Pengh... ~
Q #26 Pencarian Lebih Lanjut ~ Urutkan dari perubahan (lama ke baru) ~ Tampilkan 10 +
1 laporan ditemukan
+ John Doe @ Website @ Terverifikasi 8 menit yang lalu

Terdisposisi : BPJS Kesehatan Divisi Regional |
i sedang diminta untuk dikembalikan BELUM DIPROSES
Saran : BPJS Kesehatan Divisi Regional IV

BPJS Kesehatan: Bagaimana Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga Secara Online?
Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan secara online?

BPJS KESEHATAN

#26 = Tindak Lanjut0 ¢ Komentar  m Teruskan @ Bukan Wewenang i Lainnya ~

b. Untuk mencari menggunakan kata kunci lain, dapat memasukkan kata-kata seperti
pada pencarian biasa.
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Pencarian = & Pejabat Pengh... ~
Q bpis Pencarian Lebih Lanjut ~ Urutkan dari perubahan (lama ke baru) ~ Tampilkan 10 «
1 laporan ditemukan
+ John Doe @ Website @ Terverifikasi 9 menityang lalu

Terdisposisi : BP)S Kesehatan Divisi Regional |
Laporan ini sedang diminta untuk dikembalikan BELUM DIPROSES
Saran : BPJS Kesehatan Divisi Regional IV

BP)S Kesehatan: Bagaimana Cara Mendaftarkan Anggota Keluarga Secara Online?
Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan secara online?
BPJS KESEHATAN

T #26 = Tindak Lanjut 0  ¢O Komentar ¢ Teruskan @ Bukan Wewenang i Lainnya ~

3. Admin juga dapat memodifikasi tampilan pencarian dengan melakukan pengurutan yang
dapat dipilih di bagian kanan kolom pencarian, serta jumlah laporan yang akan ditampilkan.

4. Untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran, admin juga dapat melakukan
pencarian lebih menyeluruh dengan cara menekan “Pencarian Lebih Lanjut” dan mengisi
kolom-kolom yang diperlukan untuk mempermudah pencarian.

Q bpjs Pencarian Lebih Lanjut ~ Urutkan dari perubahan (lama ke baru) ~ Tampilkan 10 =
Tanggal masuk ke LAPOR! 117142017 = 111772017
Status Laporan Belum Terverifikasi
Sumber Laporan Pilih sumber laporan
Lokasi Laporan Pilih lokasi lapoeran
Klasifikasi Laporan Pilih klasifikasi laporan
Kategori Laporan Pilih kategori laporan
Tag

5. Klik “CARI” maka sistem akan mencari laporan yang sesuai dengan filter pencarian.

Akses Data Statistik

Di halaman ini disajikan data terolah yang ditampilkan dalam bentuk chart. Semua informasi
yang tersedia berdasarkan data dari instansi dirinya sendiri dan instansi di bawahnya saja yang
terhubung di LAPOR!. Statistik di sini lebih menampilkan informasi mendetail dibanding dengan
yang tersedia di halaman publik. Hal ini dikarenakan informasi yang ada ditinjau dari
pengelolaan laporan yang dilakukan suatu instansi dan adminnya serta data laporan yang telah
dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu.

1. Masuk ke tab MONITOR > Statistik.
2. Pilih sub-tab sesuai dengan kebutuhan monitoring statistik.

a. PENGELOLAAN LAPORAN
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Di sub-tab hanya menampilkan chart berdasarkan pengelolaan laporan yang dilakukan
suatu instansi, yakni dalam menindaklanjuti laporan. Selain itu disajikan juga kuantitas
pengelolaan yang dilakukan untuk setiap admin di suatu instansi.

b. PEMANFAATAN DATA

Di halaman ini menampilkan informasi yang disesuaikan dengan kriteria tertentu,
seperti Status Laporan Terdisposisi, Klasifikasi, Area, Kategori, dan Sumber Laporannya.

3. Masukkan instansi mana yang akan dilihat data statistiknya. Setelah itu tentukan periode
datanya dilihat dari tanggal laporan masuk.

4. Setelah itu pilih data mana yang ingin dilihat dengan cara menekan judul datanya. Akan
muncul tampilan grafik sesuai dengan instansi dan periode yang sebelumnya diperoleh.

6.10. Manajemen Pengguna

Pejabat penghubung dapat melakukan manipulasi data pengguna dari sistem LAPOR!. Data
pengguna yang dapat dimanipulasi oleh pejabat penghubung adalah seluruh data admin
instansinya dan instansi di bawahnya.

1. Masuk ke tab PENGATURAN > Manajemen Pengguna.

Manajemen Pengguna = & Pejabat Pengh... ~
TAMBAH ADMIN
Nama Email Tanggal Terdaftar Status
[ ] Pejabat Penghubung (Anda) admin_staff@lapor.dev 3 Agu, 22:36 Aktif m m

2. Pada bagian ini admin dapat melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data
pengguna sistem LAPOR!.

a. Penambahan data admin baru

i. Klik “TAMBAH ADMIN” untuk menambahkan admin baru. Akan muncul
popup form penambahan admin dengan default tab “Daftar Baru”.

ii. Masukkan data admin yang baru pada kolom-kolom yang disediakan.
Setelah itu klik “BUAT” jika yakin data yang dimasukkan sudah benar.
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Tambah Admin b 4

Daftar Baru Dari Pengguna Terdaftar

Nama Lengkap John Doe
Username john_doe
Email jehn_dce@lapor.ge.id
Telepon 081311122233
Jenis Kelamin Laki-Laki "
Tanggal Lahir 18 - Desember - 1976+
Status Aktif v

iii. Selain membuat admin baru, pendaftar juga dapat mengangkat admin baru
dari pengguna yang telah terdaftar di LAPOR!. Masuk ke tab “Dari Pengguna
Terdaftar” lalu pilih pengguna dengan mencarinya menggunakan nama,
email, atau nomor ponsel. Setelah itu klik “JADIKAN ADMIN”

Tambah Admin x

Daftar Baru Dari Pengguna Terdaftar

John Doe| Q

Masukkan kata kunci pencarian (nama, email, atau telp)

Nama Email No. Telp

John Doe  testing_user@lapor.dev 6287730683122

iv. Secara default admin akan berstatus pejabat penghubung.
b. Pengubahan data admin

i. Klik “UBAH” di bagian kanan baris data pada tabel daftar nama admin pada
halaman Manajamen Pengguna.

ii. Ubah data pada kolom yang disediakan.
iii. Klik “SIMPAN” untuk menyimpan data terbaru.

c. Penghapusan data admin
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i. Klik “HAPUS” di bagian kanan baris data pada tabel daftar nama admin pada
halaman Manajamen Pengguna.

ii. Konfirmasi jika yakin akan menghapus data admin.

6.11. Manajemen Instansi

Selain mengatur pengguna terdaftar, pejabat penghubung juga memiliki kewenangan untuk
mengatur pendaftaran instansi yang berada di bawahnya jika ada. Namun tidak dapat mengatur
pendaftaran instansi di luar dirinya.

1. Masuk ke tab PENGATURAN > Manajamen Instansi.

Pejabat Pengh... ~

BUAT INSTANSI ari Instans Q

Manajemen Instansi

(]
L J

Nama Jumlah Admin Jumlah Instansi Status Alamat Telp
BPJS Kesehatan KCU Medan 1 0 Aktif =
BPJS Kesehatan KC Pematang Siantar V] 4] Aktif -

2. Pada bagian ini admin dapat melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data
instansi.

a. Penambahan instansi baru sebagai instansi tersendiri.

i. Klik “BUAT INSTANSI” untuk menambah instansi baru. Setelah itu akan
muncul popup form data instansi.

ii. Isi setiap kolom sesuai data instansi yang ada. Setelah itu klik “BUAT” untuk
menyelesaikan penambahan data.

Buat Instansi x
Induk Instansi Pemerintah Provinsi Aceh ¥
Nama Instansi
Jenis Instansi Kementerian >

Alias

Email
Telepon
Fax
Website

Alamat

Status Aktif -
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b. Penambahan instansi baru sebagai anak dari instansi lain.

i. Klik panah dropdown pada baris data di tabel daftar instansi dan pilih
“Instansi Internal”.

Ubah

Instansi Internal
Hapus

ii. Isi data instansi baru pada kolom yang disediakan. Pastikan pada kolom
paling atas yaitu “Induk Instansi” terisi sesuai dengan nama instansi yang
mau ditambahkan anaknya.

Induk Instansi BP|S Kesehatan KC Pematang Siantar bt

iii. Klik “BUAT” untuk menyelesaikan pembuatan instansi baru.
c. Pengubahan data instansi.

i. Klik panah dropdown di bagian kanan baris data pada tabel daftar instansi
pada halaman Manajamen Instansi dan pilih “Ubah”.

ii. Ubah data laporan sesuai dengan data terbaru.
iii. Klik “SIMPAN” setelah yakin akan mengubah data.
d. Penghapusan data admin

i. Klik panah dropdown di bagian kanan baris data pada tabel daftar instansi
pada halaman Manajamen Instansi dan pilih “Hapus”.

ii. Konfirmasi jika yakin akan menghapus data instansi.

Jika ingin melihat data instansi secara lengkap dan menyeluruh, klik “DETAIL” pada baris
data di tabel daftar instansi.

Akan muncul tampilan data yang lebih lengkap, yaitu profil instansi, pengguna yang terdaftar
sebagai admin di instansi tersebut, serta daftar instansi anak dari instansi tersebut jika ada.
Pada halaman ini juga dapat dilakukan manipulasi (menambah, mengubah, menghapus)
data instansi sendiri, instansi di bawahnya (anak instansi), serta data admin instansi
tersebut.

a. Datainstansi
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BPJS Kesehatan Divisi Regional |

Manajemen Instansi

UBAH

Nama Instansi
Alias

Email

Website
Telepon
Alamat

Jumlah Admin

BPJS Kesehatan Divisi Regional |

: BPJS Kesehatan Divisi Regional |

:Divre |

:{061) 6613317, 6624132, 6613191

:Jl. Karya No. 135 Kel. Sel Agul Kec. Medan Barat

14 user

b. Data admin instansi (pengguna terdaftar di bawah instansi tersebut)

& Tambah User

Nama Email
Pejabat Penghubung admin_staff@lapor.dev
Admin Staff email288007@email.com

User

Tanggal Terdaftar

2017-08-03 22:36:11

2017-10-04 05:04:20

Terakhir Login Status
2017-12-18 11:19:32 Alkrif -
2016-03-31 08:02:48 Alktif -

c. Datainstansi anak dari instansi yang dipilih (instansi bawahan) jika ada

Nama

BPJS Kesehatan KCU Medan

BPJS Kesehatan KC Pematang Siantar
BPJS Kesehatan KC Kabanjahe

BPJS Kesehatan KC Sibolga

Jumlah Admin

1

Instansi

Jumlah Instansi

0

Status Alamat Telp

Aktif [ pETAL |

Aktif | pETAL |

Aktif | pETAL |
[ DETAIL |

Aktif

16



6.12. Notifikasi

6.13.

Notifikasi berisi seluruh informasi yang berkaitan dengan laporan seperti menerima disposisi
laporan, perubahan disposisi laporan, tindak lanjut dari pelapor, dsb. Jika ada suatu notifikasi
yang belum dibaca, maka pada lambang lonceng pada header halaman admin (bagian kanan)
akan terdapat bulatan berwarna merah. Untuk membaca notifikasi, klik lambang lonceng
tersebut dan akan ditampilkan daftar notifikasi dari yang terbaru. Untuk melihat daftar notifikasi
keseluruhan, klik “Lihat Semuanya”.

~ A DIVRE | ~

Al

Pemberitahuan (15)

Anda mendapatkan disposisi laporan #237316 dari
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

21 jam yang lalu

Anda mendapatkan terusan laporan #1605738 dari
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Kemarin, 13:18

Permintaan Bukan Wewenang Anda pada laporan
#1605734 ditolak
9 Jan, 16:53

Anda mendapatkan dispesisi laporan #1605734 dari
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

22 Des 2017, 11:53

Lihat Semuanya

Pesan

Pejabat Penghubung dapat melakukan pengiriman dan penerimaan pesan. Proses ini dilakukan
antarinstansi, bukan antaradmin. Pengiriman pesan yang dilakukan oleh satu Pejabat
Penghubung di suatu instansi akan diterima oleh seluruh Pejabat Penghubung atau admin di
instansi yang ditujukan pesannya.

Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan cara menekan tombol amplop pada header (kanan

atas halaman admin). Lalu pilih “Tulis Pesan”.

= A DIVRE | ~

e,

Pesan (14) Tulis Pesan

-

Maka akan muncul popup form Tulis Pesan.
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Tulis Pesan X

Kirim Pesan Ke Seluruh Instansi ?

Pesan ini berupa pengumuman dan tidak dapat dibalas.

Pilih Institusi Yang Akan dikirimi Pesan *

Pilih Institusi -

Judul Pesan

Isi Pesan *

Apakah merupakan pesan pengumuman?

Pesan ini tidak dapat dibalas.

Jika admin mau mengirimkan pesan ke seluruh instansi yang berada di bawahnya, maka tick
bagian “Kirim Pesan ke Seluruh Instansi?”. Secara default fitur ini off, maka langkah selanjutnya,
pilih instansi yang akan dikirimkan pesan. Daftar instansi hanya berisi instansi di bawahnya dan
instansi pengelola langsung yang berada di atasnya. Setelah itu isi judul pesan dan isi pesan. Jika
pesan tersebut merupakan pesan pengumuman yang tidak perlu untuk dibalas oleh penerima,
maka tick fitur paling bawah, namun jika mengharapkan balasan dari penerima pesan, matikan
fitur ini. Setelah itu klik tombol KIRIM untuk mengirimkan pesan.

Kualitas Pelayanan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Tetap pertahankan kualitas pelayanan yang diberikan.

Sekitar semenit

v Tandai menjadi sudah terbaca

Tulis balasan pesan... BALAS

Pengumuman

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

v Tandai menjadi sudah terbaca

Ini merupakan pesan pengumuman,
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Jika pesan dapat dibalas, maka akan muncul kolom untuk membalas pesan. Pesan akan
tersajikan seperti bentuk percakapan. Namun jika pesan yang diterima merupakan pesan
pengumuman, maka akan ada tulisan bahwa pesan tersebut merupakan pesan pengumuman.
Setiap pesan terdapat tombol “Tandai menjadi sudah terbaca”. Tombol ini berguna untuk
menghilangkan simbol bulatan merah pada admin lain yang juga menerima pesan yang sama di
satu instansi, hal ini menandakan bahwa salah satu admin sudah membaca pesan tersebut.
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Buku Panduan ini disusun atas kerjasama antara Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB),
Kantor Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)



